STUDI LITERATUR KEPATUHAN PAJAK BAGI WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PANDANGAN UMUM
DAN PERSPEKTIF ISLAM

SKRIPSI

Oleh

RIZKY AMELIA
NIM: 14520061

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



STUDI LITERATUR KEPATUHAN PAJAK BAGI WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PANDANGAN UMUM
DAN PERSPEKTIF ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)

Oleh

RIZKY AMELIA
NIM: 14520061

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



LEMBAR PERSETUJUAN

STUDI LITERATUR KEPATUHAN PAJAK BAGI WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PANDANGAN UMUM
DAN PERSPEKTIF ISLAM

SKRIPSI

Oleh

RIZKY AMELIA
NIM : 14520061

Telah disetujui pada tanggal 17 Desember 201 8

Dosen Pembimbing,

Syfi Andriani, SE.,M.Si
NIP/ 19750313 200912 2 001

1]

v,

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



STUDI LITERATUR KEPATUHAN PAJAK BAGI WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PANDANGAN UMUM
DAN PERSPEKTIF ISLAM

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Oleh
RIZKY AMELIA
NIM : 14520061

Telah Dipertahankan di Dewan Penguji dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah
Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Tanggal 14 Desember 2018

Susunan Dewan Penguji TandaTangan

1. Ketua
Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA ( r\%’“‘ )
NIP. 19761019 200801 2 001

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Sri Andriani, SE., M.Si (
NIP. 19750313 200912 2 001

3. PengujiUtama

Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA ( )
NIP. 19770702 200604 2 001 —

) “‘- 0322 200801 2 005

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . Rizky Amelia
NIM y 14520061
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan

kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri

(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

STUDI LITERATUR KEPATUHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM PANDANGAN UMUM DAN PERSPEKTIF
ISLAM

adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari pihak lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi

tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi

menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan

dari siapapun.

Malang, 9 Januari 2019

Hormat saya,

RIZKY AMELIA
NIM 14520061

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



HALAMAN PERSEMBAHAN
PP VR s | PP O P

Yang selalu menjadi titik awal dan akhir

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga skripsi sederhana ini dapat terselesaikan disertai akan
derasnya nikmat yang Engkau berikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan
kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Ayah, Mama..

Tak ada yang dapat terucap
Tak ada yang mampu membalas
Tak pernah bisa disandingkan
Atas apa yang telah ayah dan ibu berikan..
Pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan yang senantiasa menemani setiap
langkah kaki ini
Doa yang tak henti ayah dan ibu panjatkan untukku..
Apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, dimanapun berada
Kapanpun..
Hanya mampu mengucapkan terima kasih dari lubuk hati terdalam
Untuk ayah dan ibu yang tak pernah lelah menghadapiku
Tak pernah goyah demi diriku
Tak pernah menyerah atas diriku..
Maafkan aku yang belum bisa membanggakan..
Maafkan aku yang belum bisa berbakti..
Maafkan aku yang selalu menyusahkan..
Hanya Allah SWT yang dapat membalas ketulusan kalian..
Semoga Allah mengabulkan doaku..
Memberikan ayah dan ibu surga firdaus tanpa hisab kelak..

Kakak-kakakku, Pakde, Bude, Kakek, Nenek, Mbah, terima kasih telah
mendukungku tanpa henti. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan menjadi
salah satu nilai pahala atas kebaikan yang selalu diberikan..

Sahabat-sahabatku yang selalu hadir tanpa diminta dan tanpa syarat.. terima
kasih atas ketulusan kalian mengulurkan tangan membantuku bangkit..

Teman-teman yang bersamaku berjuang menyelesaikan pendidikan di Akuntansi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sejak 2014 lalu, kalian luarbiasa



MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apa bila engkau telah
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk sesuatu yang lain). Dan
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”.

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

Jika engkau tak sanggup menahan perihnya belajar
Maka engkau harus sanggup menahan perihnya kebodohan
(Imam Syafi’i)

Hidupitupilihan
Makapilihapa yang menjaditujuan
Berjalanlah
Berlarilah!

Saat jalan itu mulai tak terlihat
Halangan tak henti menghadang
Rasa lelah menghampiri
Jangan pernah berhenti
Jangan pernah menyerah
Yakinlah
Allah memberikan apa yang kitabutuhkan
Disaat yang tepat
Dengancara yang takterbayangkan

(Penulis)
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ABSTRAK

Rizky Amelia. 2018, SKRIPSI. Judul: “Studi Literatur Kepatuhan Pajak Bagi
Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pandangan Umum dan Perspektif Islam”.
Pembimbing : Sri Andriani, S.E., M.Si.

Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak, Pajak Perspektif Islam

Patuh terhadap kewajiban perpajakan merupakan bentuk kepatuhan kepada
hukum negara yang berlaku. Hukum yang disusun oleh pemerintah guna kebaikan
negara, harus dipatuhi terutama bagi umat Islam. Penelitian ini mengangkat
masalah tentang perbandingan definisi pandangan umum dan pandangan Islam
mengenai kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

Pada penelitian ini subjek penelitian yang diambil yaitu data-data hasil
penelitian terdahulu dan sumber literatur yang membahas kepatuhan pajak baik
secara umum maupun perspektif Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan
olen penulis adalah, mengumpulkan data berbentuk dokumen. Serta
mengumpulkan literatur lain yang membahas tentang kepatuhan pajak. Juga
sumber rujukan berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Wajib Pajak dapat dikatakan patuh
jika memenuhi kriteria sadar dan disiplin dalam melaksanakan pendaftaran,
penghitungan, penyetoran, dan pelaporan. Sedangkan dalam kajian keislaman
terdapat perbedaan pendapat antar ulama mengenai diperbolehkannya
pemungutan pajak bagi umat Islam. Sebagian ulama yang menyatakan bahwa
pajak merupakan bentuk kedzoliman, menyepakati jika umat Islam tidak perlu
mematuhi melaksanakan kegiatan perpajakan yang ditetapkan pemerintah. Cukup
dengan mengeluarkan zakat, maka tidak ada kewajiban lain yang tertanggung
padanya. Namun sebagian ulama yang memperbolehkan pemungutan pajak atas
dasar pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan negara menyepakati bahwa setiap
umat Islam wajib mematuhi keputusan Ulil Amri atas kegiatan perpajakan. Dan
mayoritas ulama menyetujui akan hal ini.

xiii
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ABSTRACT

Rizky Amelia. 2018, Thesis. Title: "Tax Compliance Literature Study for
Individual Taxpayers in the General View and Islamic Perspective".
Advisor: Sri Andriani, S.E., M.Sc.

Keywords: Tax Compliance, Taxpayers, Taxes Islamic Perspective

Compliance with tax obligations is a form of compliance with applicable
state law. Laws compiled by the government for the good of the state, must be
adhered to especially for Muslims. This research raises the problem of comparing
the definition of general views and Islamic views regarding tax compliance for
individual taxpayers.

In this study, the subject of the study was taken, the data from the results
of previous research and literature sources that discussed tax compliance both in
general and Islamic perspective. Data collection techniques carried out by the
author were, collecting data in the form of documents. And collect other literature
that discusses tax compliance. Also a reference source in the form of books
related to the topic.

The conclusion of this study is that taxpayers can be said to be obedient if
they fulfill the conscious and disciplinary criteria in carrying out registration,
counting, depositing, and reporting. Whereas in Islamic studies there are
differences of opinion between ulama regarding the permissibility of tax
collection for Muslims. Some scholars who claim that taxes are a form of tyranny,
agree that Muslims do not need to comply with implementing taxation activities
set by the government. Enough to issue zakat, then there is no other obligation
that is borne by him. However, some scholars who allow tax collection on the
basis of fulfilling the need for state administration agreed that every Muslim must
obey Ulil Amri's decision on taxation activities. And the majority of scholars
agree on this.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah
Berjalannya suatu organisasi didukung oleh berbagai macam
faktor, salah satunya dana guna pemunuhan kebutuhan. Dalam skala
besar, sebuah negara juga membutuhkan sumber dana yang ukup untuk
memenuhi segala kebutuhan dalam penyelenggaraan negara. Dana
yang didapat berasal dari berbagai macam sumber, seperti hasil usaha
milik negara, dan pajak.

Di Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber dana utama
dalam pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan negara. Hal ini
dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Amir (2014)
Rasio pajak (Tax ratio) di Indonesia mencapai sekitar 12% dengan rasio
belanja sekitar 18,4% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Nyatanya, angka ini tidaklah cukup besar dibandingkan negara lain
seperti Malaysia yang mencapai 16,1% juga Thailand yang mencapai
16,5%. Data terkini mengenai pendapatan negara terbesar berasal dari
penerimaan pajak sebesar 85,6%. Menurut informasi APBN tahun 2017,
pendapatan pajak dalam negeri mencapai Rp 1.464,8 triliun. Angka ini
menujukkan bahwa pendapatan pajak dalam negeri memenuhi 0,7%
dari kebutuhan belanja negara sejumlah Rp 2.080,5 triliun (Kemenkeu,
2017). Tampaklah bagaimana pendapatan pajak begitu penting bagi

pelaksanaan negara



Fakta inilah yang melatar belakangi mengapa pemerintah
Indonesia begitu gencar menyuarakan agar masyarakat patuh terhadap
kewajiban perpajakannya.Salah satu contoh langkah yang diambil
pemerintah untuk mengupayakan maksimalnya pendapatan pajak
nasional yaitu Tax Amnesty. Langkah lain yang diambil pemerintah
dengan memberi peluang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
untuk mengakses informasi sebanyak-banyaknya tanpa ada satupun
yang dapat ditutupi. Semua langkah dilakukan demi meningkatkan
kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya
dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tingkat kepatuhan wajib pajak sendiri, menjadi salah satu
faktor dalam tinggi rendahnya tingkat pendapatan pajak.Mengapa?
Sesuai dengan sistem self assesment yang diterapkan di Idonesia yang
mana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung sendiri pajak
yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang,
membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sndiri
jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan sendiri
jumlah pajak yang terutang (Dharma, 2014).Wajib pajak dianggap
mampu dan jujur dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Patuh terhadap kewajiban perpajakan merupakan bentuk
kepatuhan kepada hukum negara yang berlaku.Hukum yang disusun

oleh pemerintah guna kebaikan negara, harus dipatuhi terutama bagi



umat Islam. Seperti yang terdapat pada firman Allah SWT pada surat

An-Nisa ayat 59:

Ko 50 Uy Jatan iy it s @ g

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah
Rasul-(Nya) dan ulil amri diantara kalian.”

Juga sabda Rasulullah SAW:

A N AR R IPLECS A T SEN DR R R

el Y5 i 36 s sl OG5,

“Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat

(kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci

kecuali jika disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak

boleh mendengar dan tidak boleh taat.”(HR. Al-Bukhari (No.

2955,7144)).

Jelas sudah bagaimana Islam telah mewajibkan umatnya untuk
mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin
(pemerintah), selama tidak melanggar syariat Islam.Namun tidak serta
merta perintan Ini membuat masyarakat indonesia yang sebagian
besarnya adalah umat Islam mematuhi Kketetapan perpajakan,
khususnya wajib  pajak dalam  melaksanakan  kewajiban
perpajakannya.Mulai  dari tidak membayar, hingga tidak

melapor.Bukan tanpa alasan mengapa hal ini bisa terjadi.Ada yang



tidak memahami bagaimana melaksanakan kewajiban perpajakannya,
hingga pernyataan bahwa pajak tidak sesuai dengan syariat Islam.

Merujuk pada hadist Rasulullah saw:

°
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“Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya
tiga kali, pent). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang
muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. ”(HR. Imam
Ahmad V/72 no. 20714).

FARa

Tidak sedikit masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa pajak
adalah sesuatu yang diharamkan. Terancam akan masuk neraka
apabila memungut pajak. Pajak dianggap harta yang didapat dengan
cara yang bathil, dimana tidak ada keralaan pada pemilik harta dalam
memberikannya. Dengan kata lain, pajak yang bersifat memaksa
dilarang dalam Islam. Pemahaman ini memengaruhi masyarakat
dalam patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.Memutuskan
untuk lebih rajin bersedekah dan berzakat menjadi jalan akhir yang
diambil.

Tingkat kepatuhan pajak yang rendah juga dapat terlihat pada
tax ratio Indonesia yang masih berada dibawah 11%. Dikutip melalui
mediasurat kabar elektronik warta ekonomi tahun 2017, menteri
keuangan Sri Mulyani berpendapat bahwa, “Kita perlu meningkatkan
kemampuan negara ini untuk mengumpulkan penerimaan perpajakan.
Untuk Indonesia lebih maju lagi.”Selain itu, menurut Tjahono (2018),

“Tax ratio saat ini baiknya diangka idel yaitu pada kisaran 15%-16%



sehingga ada ruang fiskal yang cukup untuk dimanfaatkan dalam
pembangunan infrastruktur, peningkatan kesehatan, dan pendidikan.
Dengan demikian permasalahan utama perpajakan saat ini adalah
tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia yang masih perlu
untuk terus diperbaiki.”

Melihat bagaimana polemik yang terjadi mengenai kepatuhan
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, peneliti
bermaksud mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul
Studi Literatur Kepatuhan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Probadi
dalam Pandangan Umum dan Perspektif Islam. Didalam penelitian ini
akan dibahas bagaimana pemahaman tentang kepatuhan pajak dari
segi umum yang mana hukum negara berlaku didalamnya, dengan

perspektif Islam sesuai syariat Islam.

1.2.Rumusan Masalah

1.3,

1.4.

Bagaimana perbandingan antara pandangan umum dan Islam

tentang kepatuhan pajak?
Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perbandingan antara sudut pandang umum

dan Islam terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi
Kegunaan Penelitian

Dalam kaitannya dengan masalah, manfaat yang diharapkan

dari hasil penelitian ini yaitu dapat membuka wawasan masyarakat

tentang kepatuhan membayar pajak baik secara umum maupun Islam



khususnya bagi wajib pajak orang pribadi. Juga dapat menjadi rujukan
bagi pemerintah dalam memperbaiki hukum perpajakan di Indonesia,
serta menjadi rujukan bagi penelitian yang akan dilakukan pada masa
mendatang. Serta menjadi rujukan dalam penelitian yang akan

dilakukan selanjutnya.

1.5. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis hanya menganalisa perbandingan
sudut pandang umum dan perspektif Islam terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Studi literatur
yang digunakan merupakan cetakan buku maupun karya tulis dalam
kurun waktu enam tahun terakhir (2013-2018). Pertanyaan singkat
yang diajukan hanya kepada satu narasumber dari pihak Direktorat

Jenderal Pajak provinsi Jawa Barat.



BAB |1

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menjadikan penelitian terdahulu
sebagai salah satu rujukan utama. Penelitian terdahulu yangdiambil
membahas tentang definisi, indikator, serta faktor-faktor yang
memengaruhi kepatuhan pajak baik dari sudut pandang hukum negara
maupun hukum Islam. Beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang

digunakan sebagai rujukan adalah:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No | Nama, Tahun, FOkUS.’ Metode : I |
D2 Analisis Data Hasil Penelitian
Judul Penelitian z
Penelitian
1 | Tiraada, Perilaku Wajib 1. Jumlah Wajib Pajak
(2013), Pajak. Badan memiliki hubungan
positif atau sangat kuat
Eesaqaf” dengan Penerimaan
erpajakan, - . PajakPenghasilan Badan.
Sanksi Pajak, Kualitatif deskriptif 5 Se{jangka% Kepatuhan
Sikap Fiskus Wajib Pajak yang diukur
terhadap dengan Pelaporan SPT
Kepatuhan Tahunantidak memiliki
Wpop di hubungan dengan
Kabupaten PeneLima:an Pajak
. Penghasilan.
g/l Inahasa 3. Tidak terdapat hubungan
elatan !
antara variabel Kepatuhan
Wajib Pajak terhadap
Penerimaan Pajak
Penghasilan disebabkan
oleh faktor lain yang tidak
diteliti dalam penelitian
ini




Tabel 4.2
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No. Nama, Tahun, Fokus, Metode Hasil Penelitian
Judul Penelitian Analisis Data
Penelitian
2. | Pangemanan, Perilaku wajib Kesadaran Perpajakan
(2013), pajak. berpengaruh signifikan
terhadap Kepatuhan Wajib
g'UblPJ(ngan Jhumlah Pajak Orang Pribadi
an Kepatuhan o Lo Sanksi Pajak berpengaruh
Wajib Pajak Badan Ruglitatinapeiripti signifikan terhadap Kepatuhan
dengan Wajib Pajak Orang Pribadi.
. Sikap Fiskus tidak
Penerimaan Pph berpengaruh signifikan
Kpp Pratama terhadap Kepatuhan Wajib
Manado Pajak.
Kesadaran Perpajakan, Sanksi
Pajak dan Sikap fiskus
memiliki pengaruh terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak di
Kabupaten Minahasa Selatan.
3. | Dharma Perilaku wajib . Tidak terdapat pengaruh yang

&Ariyanto, (2014),

Analisis Faktor-
Faktor yang
Memengaruhi

Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Orang
Pribadi

di Lingkungan
Kantor Pelayanan
Pajak Pratama,

Tigaraksa
Tangerang

pajak.

Kuantitatif
deskriptif

signifikan antara variabel
kesadaran membayar pajak
terhadap kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi.

. Tidak terdapat pengaruh yang

signifikan antara variabel
pemahaman Wajib Pajak
tentang manfaat pajak terhadap
variabel kepatuhan Wajib
Pajak.

. Ada pengaruh yang signifikan

antara variabel pemahaman
sanksi pajak terhadap variabel
kepatuhan Wajib Pajak.

. Tidakterdapat pengaruh

yangsignifikan antara
variabelkualitas pelayanan
fiskus terhadap variabel




Tabel 4.2
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Fokus, Metode

Pelaksanaan
Sensus Pajak
Nasional, Kualitas
Pelayanan dan
Pengetahuan Pajak
Terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak

Kuantitatif
deskriptif

No. Nama, Tah_u_n, Analisis Data Hasil Penelitian
Judul Penelitian .
Penelitian
3. 5. Terdapat pengaruh secara
bersama-sama terhadapkepatuhan
Wajib Pajak
4. | Julianti&Zulaikha | Perilaku wajib Hasil penelitian ini menunjukkan
(2014) pajak. bahwa ada beberapa faktor yang
Analisis Faktor — | Kuantitatif mempengaru_hi kepatuhan wajib pajak.
faktor yang deskriotif Dari du_a varlak_JeI independen r_naka_l_
: P dapat diketahui bahwa persepsi wajib
Mempengaruhi ) .
Kepatuhan Wajib pajak tentang kualitas pelayanan
Pajak Orang perpajakan dan pengetahuan dan
Pribadiuntuk pemahaman wajib pajak tentang
Membayar Pajak peraturan perpajakan berpengaruh
Dengan Kondisi positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Keuangan Dan Hal ini berarti bahwa persepsi wajib
Preferensi Risiko pajak yang baik tentang kualitas
Wajib Pajak pelayanan perpajakan dan tingkat
Sl\jggg?;;ﬁ;'abe' pengetahuan dan pemahaman wajib
i pajak yang tinggi tentang peraturan
(Stgfﬁ Ka_sus paga perpajakan maka akan meningkatkan
Ul Pajak_ yang kepatuhan wajib pajak
Terdaftar DiKPP
Pratama Candisari
Semarang)
5. | Mareta, dkk Perilaku wajib Secara keseluruhan, variabel bebas
(2014) pajak. yang terdiri dari variabel Pelaksanaan
Sensus Pajak Nasional (X1), kualitas
Pengaruh

pelayanan (X2) dan pengetahuan pajak
(X3), berpengaruh signifikan terhadap
variabel Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi (), diketahui
Fhitung [J Ftabel, sehingga hipotesis
yang menyatakan bahwa diduga
pelaksanaan Sensus Pajak Nasional,
kualitas pelayanan, dan pengetahuan
pajak secara simultan
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Tabel 4.2
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Nama, Tahun,

Fokus, Metode

(2015)

Pengaruh Persepsi
Pelaksanaan
Sensus Nasional
Pajak, Sikap Wajib
Pajak pad
Pelaksanaan
Sanksi Denda dan
Kesadaran
Perpajakan
Terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak (Studi pada
Wajib Pajak Orang
Pribadi di
Kelurahan Miji,
Mojokerto)

pajak

No. o Analisis Data Hasil Penelitian
Judul Penelitian .
Penelitian
5. | Studi Pada Wajib Perilaku wajib berpengaruh signifikan terhadap
Pajak Orang pajak. kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
PribadiDi KPP o dapat diterima.
Pratama Batu) Kuantitatif g
deskriptif
6. | Nurcahyani (2015) | Perilaku wajib Kepatuhan perpajakan adalah tindakan
Pengaruh Tinghat | Cewaoan perpajakannya seoi dengar
Kepatuhan Wajib | Kuantitatif J Perpay Y g
. B ketentuan peraturan perundang-
Pajak Orang deskriptif
SN undangan dan peraturan pelaksanaan
Az UL erpajakan yang berlaku dalam suatu
Peningkatan Ee F;rfa yang
Penerimaan Pajak gara.
yangDimoderasi
oleh Pemeriksaan
Pajak
7. | Fajriyah, dkk Perilaku wajib  |1. Kepatuhan wajib pajak orang

pribadidi Kelurahan Miji Kota
Mojkerto dipengaruhi positif
signifikan secara simultan atau
bersama-sama oleh variabel Persepsi
Pelaksanaan Sensus Pajak nasional,
Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan
Sanksi Denda, dan Kesadaran
Perpajakan.

2. Kepatuhan wajib pajak orang

pribadidi Kelurahan Miji Kota
Mojokerto dipengaruhi signifikan
secara parsial oleh variabel Persepsi
Pelaksanaan

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Nama, Tahun, Judul

Fokus, Metode

No. o Analisis Data Hasil Penelitian
Penelitian -
Penelitian
7. | Fajriyah, dkk (2015) Perilaku wajib Sensus Pajak Nasional,
i ajak sikap wajib pajak pada
Pengaruh Persepsi Pl b Waylb paj p
pelaksanaan sanksi denda
Pelaksanaan Sensus .
. ) . dan kesadaran perpajakan.
Nasional Pajak, Sikap L .
.. . . Berdasarkan hasil uji parsial
Wajib Pajak pad ' yangdilakukan, maka
Pelaksanaan Sanksi Denda diperoleh variabel sikap wajib
dan Kesadaran Perpajakan pajak pada pelaksanaan sanksi
Terhadap Kepatuhan Wajib denda menjadi variabel yang
Pajak (Studi pada Wajib pa'r']”g dOLn'”a“ ﬁefpengguh
. " terhadap kepatuhan waji
Pajak Qg I.D.r.lbadl.dl pajak orang di Kelurahan Miji
Kelurahan Miji, Mojokerto) Kota Mojokerto
yangdibuktikan dengan
variabel tersebut memiliki
nilai uji t tertinggi
8. | Anjani&Restuti, (2016), Perilaku Wajib Faktor-faktor yang

Analisis Faktor-faktor
Kepatuhan Wajib Pajak
Orang PribadiPelaku Usaha
pada KPP PratamaSalatiga

Pajak.

Kualitatif
deskriptif

mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak orang pribadi
pelaku usaha sesuai dengan
PP No. 46 Tahun 2013 yaitu
sikap, kontrol perilaku
yangdipersepsikan, dan niat.
Penelitian ini menemukan
bahwa

norma subyektif tidak
mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak orang pribadi
pelaku usaha di Salatiga.
Selain itu, sikap, norma
subyektif, dan kontrol
perilaku yangdipersepsikan

juga tidak memiliki interaksi
yang saling berpengaruh satu

sama lain.




Tabel 4.2

12

Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Nama, Tahun,

Fokus, Metode

No. o Analisis Data Hasil Penelitian
Judul Penelitian .
Penelitian
9. Prawirasuta& Sistem 1. Sanksi pajak
Setiawan, (2016), | Perpajakan. berpengaruh positif
’ _ Son, dan signifikanterhadap
Integritas sebagai | Kuantitatif kepatuhan wajib pajak
Pemoderasi deskriptif orang pribadi di
Pengaruh Sanksi Kantor Pelayanan
Pajak Pajak PratamaBadung
Utara.
dan Kesadaran 2. Integritas mampu
Pada Kepatuhan memoderasi pengaruh
Wajib Pajak sanksi pajak pada
Orang Pribadi kepatuha}n W?jip pajak
orang pribadi di
Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Badung
Utara Wajib pajak
yang memiliki
integritas akan
mematuhi peraturan
perpajakan
10. Lasmaya&Ftriani, | Sistem Kepatuhan wajib pajak orang
(2017), Perpajakan. pribadi sudah berjalan dengan
cukup baik. Berdasarkan
iengaruh 5;” analisis tanggapan responden
ssesment System oot keseluruhan mengenai
terhadap dKeusir;Eg?i?f Kepatuhan WP OP masuk ke

Kepatuhan Wajib
Pajak

dalam kategori cukup baik.
Artinya bahwa kepatuhan
Wajib Pajak untuk memenuhi
kewajiban perpajakannya
dikatakan cukup baik.
Pengaruh self assessment
system terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi
menunjukkan
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Tabel 4.2
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
Fokus,
Nama, Tahun, Judul Metode . .
No. Penelitian Analisis Data Hasil Penelitian
Penelitian
10. | Lasmaya&Ftriani, Sistem bahwa adanya pengaruh positif antara
(2017), Perpajakan. self assessment system terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi,
Pengaruh Self sehingga setiap
Assesment System Kuantitati terjadinya peningkatan self assessemnt
uantitatif e
terhadap Kepatuhan deskriotif system akan mengalami peningkatan sebesar
Wajib Pajak R 0,686. Jadi semakin naik self assessment
system maka semakin meningkatkan
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain
itu terdapat faktor lain yang mempengaruhi
kepatuhan WP misalnya kondisi sistem
administrasi perpajakan suatu negara,
pelayanan pada Wajib Pajak, penegakkan
hukum perpajakan, tarif pajak dan lain-lain
11. | Tanilasari&Gunarso, | Perilaku 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh
(2017), Wajib Pajak. positif terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi. Hal ini
Pengaruh Kesadaran memberikan makna bahwa semakin
Wajib Pajak Dan Ao tinggi kesadaran wajib pajak maka
Kualitas Pelayanan LT tingkat kepatuhan wajib pajak orang

Fiskus terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi
pada Kantor
Pelayanan Pajak
Pratama Malang
Selatan

pribadi juga akan meningkat,
sebaliknya bila kesadaran wajib
pajak rendah maka tingkat
kepatuhan wajib pajak orang pribadi
juga akan menurun.

2. Kualitas pelayanan fiskus
berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Hal ini memberikan makna bahwa
kualitas pelayanan fiskus yang
meningkat maka kepatuhan wajib
pajak orang pribadi juga akan
meningkat, begitu pula sebaliknya
bila kualitas pelayanan fiskus rendah
maka tingkat kepatuhan wajib pajak
orang pribadi juga akan menurun.
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Tabel 4.2

Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No

Nama, Tahun,

Fokus, Metode

i Analisis Data Hasil Penelitian
Judul Penelitian "
Penelitian
11. | Tanilasari&Gunar | Perilaku Wajib 3. Kesadaran wajib pajak dan kualitas

so, (2017), Pajak. pelayanan fiskus berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak orang
Pengaruh pribadi. Hal ini memberikan makna bahwa
Kesadaran Wajib o~ kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat
Pajak Dan Kuantitatif dicapai dengan adanya kedua variabel yaitu
KufliadlE deskrptif kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan
! fiskus. Bila kesadaran wajib pajak dan
Pelayanan Fiskus kualitas pelayanan fiskus baik maka tingkat
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun
Kepatuhan Wajib akan baik, sebaliknya bila kesadaran wajib
Pajak Orang pajak dan kualitas pelayanan fiskus buruk
Pribadi pada maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang
pribadi akan menurun.

Kantor Pelayanan
Pajak Pratama
Malang Selatan

12. | Syukur, (2013), Hukum Setelah menelaah beberapa pendapat tentang
Gap Pemikiran Perpajakan. pajak secara umum dan pandangan syariat maka
Keberadaan Pajak zakat dan pajak adalah dua kewajiban sekaligus
Berdasarkan terhadap agama dan negara, sebagaimana
Perspektif Syariat | Kualitatif dikemukakan oleh Dr.Yusuf Qardhawi dalam
Islam Komparatif Kitabnya Figh Az-Zakah. Qardhawi memandang

bahwa zakat dan pajak adalah dikewajiban yang
sama-sama wajib atas diri kaum Muslim. Hanya
saja pajakdiberlakukan untuk kondisi tertentu,
juga sebagaimana dikemukakan oleh Gazy

Inayah dalam itabnya Al-Igtishad Al-Islami Az-
Zakah wa Ad-Dharibah vyaitu Zakat adalah
kewajiban terhadap agama, dan pajak adalah
kewajiban terhadap Negara.

Pajak hukumnya halal menurut pandangan
mayoritas (jumhur) ulama. Baikulama klasik
maupun kontemporer. Adapun
yangmengharamkan pajak umumnyadidominasi
ulama Wahabi
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Tabel 4.2
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

Fokus, Metode

No. JtlngaF;e-:lzril:ir;,n Analisis Data Hasil Penelitian
Penelitian

12. | Syukur, (2013), | Hukum dengan argumen bahwa pajak itu sama
Gap Pemikiran | Perpajakan. dengan mukus
Keberadaan . :
Pajak yaitu p_)ajak_atau pungu'_[an (uang)
Berdasarkan Kualitatif yangdlambl_l oleh Makis (pemungut
Perspektif Komparatif mukus) daripara pedagang yang lewat;
Syariat Islam P yang jelas dicela oleh Nabi. Namun,

menurut jumhurulama, pajak bukanlah
mukus. Dan karena itu, haramnya
mukus tidak bisa

dijadikan dalil analogi (giyas) dengan
haramnya pajak yang berlaku saat ini.

2.1.2 Perbedaan Dengan Penelitian Ini

Penelitian terdahulu yang telah diurai sebelumnya lebih membahas

tentbang kriteria wajib pajak yang patuh saja tanpa ada pembahasan lebih

mendalam mengenai kepatuhan pajak itu sendiri. Serta dalam penelitian ini akan

dibahas bagaimana kepatuhan pajak dari sisi umum dan persoektif Islam.

Dimana penelitian sebelumnya tidak membahas tentang integrasi keduanya.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Definisi kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh. Patuh menurut kamus
besar bahasa Indonesia berarti suka menurut, taat, dan berdisiplin. Kata
kepatuhan sendiri menurut kamus besar bahasa indonesiaberrarti sifat
patuh dan ketaatan. Sedangkan dalam Siat danToly (2015)
menyebutkan bahwa “Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi
perilaku individu maupun kelompok.”Kepatuhan merupakan tindakan
manusia yang akan melakukan segala hal yang diperintahkan
kepadanya. Segala tata cara, peraturan serta batasan-batasan yang

diberikan dilaksanakan dan ditaati.

2.2.2 Kepatuhan Pajak
Definisi kepatuhan pajak disebutkan dalam penelitian Yusuf dan

Ismail (2017).Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa definisi kepatuhan

dalam kaitannya dengan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Terdapat tiga indikator kepatuhan pajak yaitu:

1. Kepatuhan pengisian SPT (filling compliance), yaitu kepatuhan
dalam menyerahkan surat pemberitahuan baik tahunan dan masa
dengan tepat waktu.

2. Kepatuhan pembayaran (payment compliance), yaitu kepatuhan
dalam melakukan pembayaran pajak terhutang dengan tepat waktu.

3. Kepatuhan pelaporan (reporting compliance), yaitu kepatuhan
dalam melaporkan seluruh pajak yang terhutang.
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Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 kriteria
wajib pajak yaitu:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda
pembayaran pajak.

c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas
keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
selama tiga tahun berturut-turut.

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2.2.3 Pengertian pajak
2.2.2.1 Definisi pajak

Definisi pajak yangdisebutkan dalam Undang-undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadiataubadanyang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara. Pendapat lain
disampaikan dalam Joyotopurnom danYeni (2013) yaitu pajak
sebagai “...pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap
warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di

mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan

kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak.”

Definisi pajak menurut beberapa ahli yang tertuang dalam

Waluyo (2011:2) yaitu:



1)

2)

3)
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Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann pajak
adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang
kepada pengusaha  (menurut norma-norma  yang
ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi,
dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja
adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut
oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna
menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa
kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak adalah
iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontrapretasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi yang telah disampaikan dapat
di[ahami bahwa pajak merupakan pungutan bersifat wajib
yang telah diatur oleh undang-undang. Mulai dari siapa saja
subjeknya, apa saja objeknya, bagaimana tata caranya, apa
fungsinya, hingga bagaimana sanksi yangdiberikan jika

tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
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2.2.2.2 Ciri-ciri pajak

Menurut Waluyo (2011:3) ciri-ciri pajak adalah:

1)

2)

3)

4)

5)

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontrapretasi individual oleh pemerintah.

Pajak ddipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.

Pajak  diperuntukkan  bagi  pengeluaran-pengeluaran
pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat
surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
Pajak dapat pula memunyai tujuan selain bdgetter, yaitu

mengatur.

2.2.2.3 Fungsi pajak

1)

2)

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu:
Fungsi anggaran (budgetter)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk
pengeluaran-pengeluarannya
Fungsi mengatur (cregulerend)
Pajak sebagai alat untukmegatur atau melaksanakan

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
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2.2.4 Definisi Wajib Pajak Pribadi

Dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (UU KUP) wajib pajak diartikan sebagai orang
pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,
dan pemungut pajak, yangmemunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Wajib pajak pribadi merupakan seorang
wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan individu

(pribadi). Dengan objek pajak berupa penghasilannya.

2.2.5 Pajak pada Masa Rasulullah
Pada masa Rasulullah saw pajak atau dharibah diterapkan
sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Saat itu terdapat
beberapa jenis dharibah yaitu kharaj, jizyah,usyr, dan ghanimah.

Pengertian dari kharaj, jizyah, dan usyr dalam Huda 2018yaitu:

1. Kharajatau biasa disebut dengan pajak tanah. Dalam
pelaksanaannya, kharaj dibagi menjadi dua, Vyaitu
proposional dan tetap. Secara proposional artinya dikenakan
sebagai bagian total dari hasil produksi pertanian. Secara
tetap artinya pajak tetap atas tanah. Dengan kata lain kharaj
proposional adalah tidak tetap tergantung pada hasil dan
harga tiap jenis hasil pertanian. Sedangkan khara jtetap

dikenakan pada setahun sekali.
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2. Jizyah Salah satu ciri khas masyarakat muslim adalah
menjaga saudaranya muslim atau non muslim dari rasa aman.
Mereka memperoleh konsensi bahwa negara Islam akan
menjamin keamanan pribadidan hak milik mereka. Sebagai
gantinya maka orang-orang non muslim diwajibkan
mengganti dengan membayar jizyah Oleh karena itu, pada
masa Rasulullah orang-orang Kristen dan Yahudi,
dikecualikan dari kewajiban menjadi militer di Negara Islam,
mereka memperoleh konsesi bahwa negara Islam akan
menjamin keamanan pribadidan hak milik mereka. Sebagai
gantinya maka orang-orang non-muslim  diwajibkan
mengganti dengan membayar jizyah.

3. Usyr merupakan pajak yang harus dibayar oleh para
pedagang Muslim maupun non-muslim. Secara etimologi
usyr berarti sepersepuluh dan secara termonologi usyr berarti
pajak yang dikenakan terhadap barang dagangan yang masuk
kenegara Islam atau yang ada di negara Islam. Istilah pajak
perdagangan ataupun sering kita dengan saat ini bea cukai
sebenarnya sudah ada pada saat masa sebelum Islam.
Sedangkan pengertian ghanimah yang terdapat pada

Saparuddin (2015) adalah harta yang didapatkan kaum muslimin

dengan melakukan peperangan; bisa berupa tawanan perang,

peralatan perang, ataupun tanah kekuasaan. Harta Ghanimah
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dibagikan seperlimanya untuk Rasul, kemudian kepada orang
yang ikut dalam peperangan, kerabat rasul, anak yatim, orang
miskin dan ibnu sabil.

Pemahasanyang telah disinggung diatas menjelaskan bahwa
pajak juga diterapkan sejak masa Rasulullah saw. Namun, sistem
yangditerapkan berbeda dengan sistem perpajakan yang berlaku
di Indonesia saat ini. Pajak saat itu bukanlah pendapatan utama

negara, danditarik dengan ketentuan yang berbeda.



2.3 Kerangka Berfikir
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas tentang perbandingan
kepatuhan pajak menurut sudut pandang umum dan Islam ini dilakukan dengan
menggunakan metode komparatif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian
komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua hal atau dua variabel.
Dalam Hartini 2012 dijelaskan bahwa penelitian komparasi akan dapat
menemukan persamaan-persamaan danperbedaan-perbedaan tentang benda-benda,
tentang orang, tentangprosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang lain,
kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga
membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan
orang, grupatau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa, atau ide-ide.

Dalam penelitian ini penulis membandingkan pembahasan tentang
kepatuhan pajak perspektif umum dengan perspektif Islam. Lewat mengkaji hasil

penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik.

3.2 Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan responden atau pihak pihak yang dijadikan
contoh dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini bisa berupa data, benda, orang,
organisasi, dan lain sebagainya. “Subyek penelitian adalah sesuatu yang sangat
penting kedudukannya di dalam penelitian, subyek penelitian harus ditata sebelum

peneliti siap untuk mengumpulkan data” (Afifah: 2018). Pada penelitian ini
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subjek penelitian yang diambil yaitu data-data hasil penelitian terdahulu dan
sumber literatur yang membahas kepatuhan pajak baik secara umum maupun
perspektif Islam. Juga lewat pertanyaan singkat yang diajukan kepada seorang
yang kompeten dalam bidang perpajakan. Dalam hal ini peneliti memilih salah
satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak provinsi Jawa Barat
3.3 Data dan Jenis Data
Afifah (2018) mengemukakan bahwa terdapat dua data yang dapat
digunakan dalam penelitian yaitu:
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara
langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli yang
bersifat up to date atau masih baru. Untuk memperoleh data primer, peneliti
wajib mengumpulkannya secara langsung.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau dokumen,
berupa data yang telah terdokumentasi di organisasi nirlaba Masjid Agung An-
Nuur Kota Batu, seperti sejarah singkat, struktur organisasi, dan laporan
keuangan.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer berupa
penelitan dan buku-buku yang membahas kepatuhan pajak. Sementara data

sekunder yang digunakan ialah wawancara kepada orang-orang yang



26

berkecimpung dalam bidang perpajakan sebagai sumber informasi dalam

menemukan lieratur yang sesuai untuk digunakan.

3.4.Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam Sugiyono (2014:293) ... teknik penumpulan
data yang utama adalah observasi participant, wawancara mendalam, studi
dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi.” Teknik pengumpulan data
yang dilakukan oleh penulis adalah, mengumpulkan data berbentuk dokumen.
Dengan mengumpulkan hasil-hasil penelitian dan sumber literatur berupa buku
tentang kepatuhan pajak mulai tahun 2013 hingga tahun 2018. Serta
mengumpulkan literatur lain yang membahas tentang kepatuhan pajak. Juga

sumber rujukan berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik

3.5.Analisis Data

Analisis data menurut Creswell (2010:274), ”Analisis data merupakan
proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data,
mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat
sepanjang penelitian. ”Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data
berupa studi literatur. Langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian yang

akan dilakukan yaitu:

1) Menyerahkan pertanyaan singkat kepada narasumber lalu menguraikan

jawaban dari pertanyaan singkat tersebut.
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2)

3)

4)

5)

6)
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Menguraikan definisi, faktor-faktor, hukum dan dasar hukum, serta
pendapat para ahli tentang kepatuhan pajak secara umum yang didapat
melalui kajian literatur berupa penelitian maupun buku.

Menguraikan definisi, faktor-faktor, hukum dan dasar hukum, serta
pendapat para ulama klasik maupun kontemporer yang didapat melalui
kajian literatur berupa penelitian maupun buku.

Menjabarkan letak perbedaan dan persamaan pandangan baik dari
sumber literatur dengan bahasan umum, dengan sumber literatur
Islami.

Mengelompokkan hasil bahasan dengan merinci pernyataan yang lebih
sering diungkapkan.

Menarik kesimpulan atas penelitian dengan menyajikan hasil akhir dari

pengelompokan pernyataan.



BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menyiapkan pertanyaan singkat
mengenai kepatuhan pajak yang diajukan kepada salah satu Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jawa Barat I, Febi Novandri, S.S.T.
Juga mengadakan wawancara singkat dengan Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin,
Lc., MA. Selanjutnya, data yang diperoleh merupakan definisi kepatuhan pajak
serta beberapa tolak ukur seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh. Data didapat
dari sumber berupa buku dan beberapa jurnal yang membahas kepatuhan pajak
baik secara umum maupun dalam perspektif Islam. Sumber yang digunakan
merupakan penelitian ilmiah dalam rentang waktu 2013 hingga 2018. Namun
terkecuali pada peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang
berlaku

Referensi yang digunakan pada penelitian ini cukup beragam. Beberapa
dintaranya yaitu buku karya Richard Burton (2014) yang berjudul Kajian
Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan. Buku ini membahas
tentang sisi lain dari perpajakan di Indonesia. Lebih terfokus pada peran
perpajakan terhadap masyarakat begitupun sebaliknya. Literatur selanjutnya
berupa Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 yang membahas

tentang indikator-indikator wajib pajak yang patuh. Sumber hukum berupa
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Keputusan Menteri Keuangan inimerupakan salah satu sudut pandang tentang
kepatuhan pajak oleh wajib pajak dari segi umum khususnya segi hukum.
Dipaparkan dengan jelas apa saja yang termasuk dalam indikator-indikator
dimana wajib pajak itu dapat dikatakan patuh dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Keputusan Menteri Keuangan ini di akses melalui website resmi
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan pada tanggal 8
Oktober 2018.

Sumber hukum selanjutnya adalah Keputusan Menteri Keuangan No.
235/KMK.03/2003. Peraturan ini merupakan refisi dari Keputusan Menteri
Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dengan pembahasan yang sama. Juga
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ/2000 tentang Tatacara
Penetapan Wajib Pajak yang Memenhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.Lalu Peraturan Menteri
Keuangan No. 192/PMK.03/2007.

Selain sumber berupa teks buku, dan peraturan perpajakan yang berlaku,
literatur yang digunakan berupa jurnal penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya.Untuk jurnal yang menjadi referensi pertama yaitu jurnal penelitian
yang dilakukan pada tahun 2013.Jurnal yang berjudul “Hubungan Jumlah dan
Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado”
merupakan jurnal yang telah di publikasikan pada Jurnal EMBA Fakultas
Ekonomi Universitas Samratulangi Manado.Karya tulis ilmiah ini ditulis oleh

Rima Naomi Pangemanan.
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Jurnal selanjutnya yang menjadi sumber penelitian tentang kepatuhan
pajak dengan sudut pandang umum vyang ditulis pada tahun 2013 yaitu,
“Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di
Kabupaten Minahasa Selatan” Karya Tryana A.M. Tiraada. Satu tahun
berikutnya, pada tahun 2014 terdapat jurnal ilmiah yang berjudul “Pengaruh
Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang ditulais oleh Mareta dan kawan-kawan.

Literatur lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ‘“Pengaruh
Persepsi Pelaksanaan Sensus Nasional Pajak, Sikap Wajib Pajak pada
Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Miji, Mojokerto).”
Karya tulis ilmiah garapan Fajriyah dkk (2015) ini mengandung pernyataan atas
kriteria wajib pajak yang dapat disebut patuh.

Selanjutnya karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Suyanto dan Pratama
(2018) yang berjudul Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek
Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan dan Kebijakan Sunset Policy menjadi
salah satu sumber pada penelitian ini.Juga sumber buku karya Gusfahmi (2011)
yang berjudul Pajak Menurut Syariah.Buku ini mengupas tuntas bagaimana pajak
dalam perspektif syariah. Mulai dari dalil-dalil yang mendasari hingga pemikiran-

pemikiran ulama klasik maupun kontemporer tentang pajak.
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4.2. Pembahasan Hasil Penelitian
4.2.1. Kepatuhan Pajak Secara Umum

4.2.1.1 Kepatuhan Pajak Menurut Peraturan Perundang-undangan

Kepatuhan pajak merupakan pokok bahsan yang dapat dilihat dari
berbagai sudut pandang.Salah satunya dengan menelaah definisi kepatuhan
pajak menggunakan kacamata hukum.Dalam Undang-undang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), wajib pajak memiliki hak dan
kewajiban. Adapun kewajiban yang harus dilakukan khususnya bagi wajib
pajak orang pribadi terbagi menjadi tiga bagian yakni kewajiban dalam
pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan. Mengingat sistem perpajakan di
Indonesia yang menganut self assesment, aktivitas perpajakan sendiri terbagi
menjadi empat yakni mendaftar, menghitung, membayar, dan melapor.

Kewajiban pendaftaran bagi wajib pajak, diatur dalam UU KUP pasal 2

ayat (1) yang berbunyi

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok
Wajib Pajak.”

Pasal ini menetapkan bahwa masyarakat yang telan memenuhi syarat
sebagai wajib pajak, diwajibkan mendaftar. Syarat-syarat yang dimaksud yakni
syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif bagi wajib pajak orang pribadi

yaitu orang pribadi baik yang berdomisili di dalam negeri maupun luar negeri.
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Hal ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008
pasal 2 ayat (3) poin a yang berbunyi

“Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat
tinggal di Indonesia.”

Juga pada pasal 2 ayat (4) yang berbunyi

“a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari
Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

Sementara itu, pembahasan tentang kewajiban wajib pajak dalam hal
pembayaran terdapat pada UU KUP pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

“Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi
masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.”

Hal ini juga dibahas dalam pasal 10 ayat (1):

“Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat
pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.”
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Dengan kata lain, seorang wajib pajak yang sudah memiliki NPWP,
wajib membayar pajak terutang. Khusus pajak pendapatan, apabila pendapatan
wajib pajak telah melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka secara
otomatis muncul pajak terutang. Namun jika pendapatan dari wajib pajak tidak
melebihi PTKP maka tidak akan muncul pajak terutang yang artinya wajib
pajak tidak perlu membayar pajak atas pendapatannya.

Kewajiban terakhir berupa pelaporan, terdapat pada pasal 3 ayat (1)
yang berbunyi:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan,
menandatangani, dan menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak
dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.”

Ketika sudah membayar, bukan berarti kwajiban wajib pajak berakhir. Namun
masih wajib melapor dengan benar dan tepat waktu. Untuk pelaporan,
diwajibkan bagi seluruh wajib pajak baik yang memiliki pajak teritang maupun
yang tidak memiliki pajak terutang. Apabila wajib pajak tidak memiliki pajak
terutang maka dalam pelaporan akan disebutkan nihil.

Tiga bagian yang telah disebutkan merupakan kewajiban yang harus
dilakukan oleh wajib pajak. Mematuhi undang-undang yang berlaku juga
menjadi indikator seorang wajib pajak yang patuh. Dapat diartikan apabla
wajib pajak telah melaksanakan kewajiban yang telah disebutkan diatas dengan
benar sesuia petunjuk yang juga telah diatur dalam undang-undang, maka

wajib pajak tersebut dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh.
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Sumber selanjutnya dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor
544/KMK.04/2000 yang menyebutkan beberapa kriteria wajib pajak yang
dianggap patuh yaitu:

“1. Menyampaikan SPT tepat waktu.

2. Telah memiliki izin untuk mengatur atau menunda pembayaran
tunggakan pajak apabila wajib pajak yang bersangkutan memiliki
tunggakan.

3. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, wajib pajak yang
bersangkutan tdak pernah mendapat hukuman ataupun sanksi
pidana akibat melakukan pelaggaran dibidang perpajakan.

4. Menyelanggarakan pembukuan dalam dua tahun terakhir sesuai
aturan perpajakan yaitu Pasal 28 UU KUP, apabila didapati koreksi
fiskal pada laporan keuangan yang dibuat pada pembukuan tersebut,
koreksinya tidaklah lebih dari 5%.

5. Laporan keuangan wajib pajak tersebut selama dua tahun terakhir
telah diaudit oleh akuntan publik dengan terdapat WTP (wajar tanpa
pengecualian).”

Peraturan ini menjelaskan secara detail, apa saja kriteria yang harus dipenuhi agar
wajib pajak dapat dikatakan patuh. Tidak melulu dalam kesadaran wajib pajak
dalam melaksanakan aktivitas perpajakannya, namun kedisiplinan serta ketepatan

waktu dalam melaksanakannya juga menjadi indikator kepatuhan wajib pajak.
Kriteria seorang wajib pajak yang patuh juga dibahas dalam Keputusan
Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003. Kriteria wajib pajak yang patuh
berkaitan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Apabila seorang wajib pajak termasuk dalam krieria ini maka dapat diberikan
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Adapun kriteria yang

ditentukan yaitu:
“a. Tepat waktu dalam mwnyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
dalam dua tahun terakhir.

b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak

lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak
berturut-turut.
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c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b
telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT
Masa pajak berikutnya.

d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:

2. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak.

3. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT
yang diterbitkan untuk dua masa pajak terkahir.

e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

f. Dalam hal laporan diaudit oleh akuntan publik atau Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan
pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi
laba fiskal.”

Pokok bahasan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini relatif sama dengan
Keputusan Menteri Keuangan yang sebelumnya. Lebih menenkankan pada
kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam
arti lain, kedisiplinan menjadi salah satu indikator utama bagi seorang wajib pajak
yang dapat dikatakan patuh.

Selain dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, wajib
pajak yang dikatakan patuh juga disebutkan dalam Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ/2000 tentang Tatacara Penetapan Wajib
Pajak yang Memenhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kriteria wajib pajak yang patuh
disebutkan pada pasal 1 ayat (3):

“Termasuk dalam pengertian wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang
laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik, yang
mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh
dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ Keputusan Kementrian Keuangan
Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat
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Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak serta
dalam dua Tahun pajak terakhir juga memenuhi syarat sebagai berikut
a. Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Hetentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000.
b. Dalam hal ini terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan,
koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis
pajak yang terutang paling banyak 5%.”
Pada peraturan ini yang lebih banyak dibahas memang wajib pajak badan.
Namun, Keputusan Kementrian Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang
includedalam pembuatan peraturan ini menjadi acuan juga bagi wajib pajak
orang pribadi yang telah dibahas sebelumnya.

Mengacu pada undang-undang dan peraturan yang membahas tentang
kepatuhan seorang wajib pajak, lebih mengarah pada kedisiplinan
pelaksanaannya. Dengan memperhatikan ketepatan waktu, baik dalam hal
oembayaran maupun pelaporan, juga tentang tunggakan pajak yang dibatasi
dalam kurun waktu tertentu. Tentunya kedisiplinan seorang wajib pajak tidak
serta merta berdiri sendiri. Sebelim disiplin itu ada pada diri wajib pajak,

kesadaran akan kewajibannya dalam aktivitas perpajakan menjadi pelopor

untuk indikator-indikator kepatuhan pajak lainnya.

4.2.1.2 Kepatuhan Pajak menurut Literatur Buku dan Penelitian
Penelitian oleh Lasmaya dan Fitriani (2017) menyatakan bahwa
kepatuhan atas pajak adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan regulasi
pajak, melaporkan surat pemberitahuan dengan tepat waktu lalu membayarnya

sesuai dengan waktu. Pernyataan ini berhubungan dengan hak dan kewajiban
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wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak
yang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dalam Mardiasmo (2016:59)
disebutkan kewajiban wajib pajak diantaranya:

“1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan dimasukkan
ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan
5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
6) Jika diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhbungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau obkek yang terutang
pajak

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tenmpat atau
ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna
kelancaran pemeriksaan

c. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan,
atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak
terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka
kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan
untuk keperluan pemeriksaan.”

Burton (2014:35), menyebutkan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh
disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000
yang kemudian diubah menjadi Keputusan Menteri keuangan Nomor
235/KMK.03/2003. Peraturan ini sudah dijelaskan pada pembahasan
sebelumnya dimana konsentrasi utama dari peraturan ini yaitu kedisiplinan
wajib pajak.

Pada penelitian Anjani dan Restuti (2016) menyebutkan Kkritera wajib
pajak yang dapat dikatakan patuh telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 yaitu:

“a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
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b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau
menunda pembayaran pajak.

c) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga
pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.

d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.”

Peraturan ini menyebutkan dengan jelas bahwa salah satu indikator wajib pajak
yang dapat dikatakan patuh yakni tidak terjerat pidana berkaitan dengan
perpajakan selama lima tahun terakhir. Maka seorang wajib pajak yang pernah
tersandung kasus pidana mengenai perpajakan dalam kurun waktu yang lebih
lama, tidak tidak menutup kemungkinan untuk menjadi wajib pajak yang patuh
saat ini.

Pada penelitian Siat dan Toly (2016) menyebutkan bahwa wajib pajk
yang patuh dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No.
544/KMK.04/2000 yang sudah dibahas sebelumnya. Selain itu, pernyataan
D.Nowak dalam penelitian ini menyebutkan bahwa kepatuan wajib pajak
terjadi apabila:

“a. WP pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”

Mengikuti alur pelaksanaan kegiatan perpajakan juga bisa menjadi indikator
seorang wajib pajak yang patuh. Melaksanakan dengan tertib secara berkelanjutan

merupakan bentuk kedisiplinan juga. Wajib pajak dengan model seperti ini yang

dapat dikatakan “ideal” sebagai wajib pajak yang patuh



39

Selanjutnya, kepatuhan pajak menurut Tiraada (2013) meyatakan
bahwa

“Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan
yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan
kontribusi  bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam
pemenuhannya dilakukan secara sukarela.”

Pada jurnal ini juga disebutkan bahwa pada tahun 2008 dikeluarkan SE-
02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib pajak Dengan Kriteria Tertentu
sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai
berikut :

“1. Tepat waktu penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun
terakhir.

2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk
Masa pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa
pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut — turut.

3. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud telah disampaikan tidak
lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa pajak
berikutnya.

4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum
penetapan sebagai Wajib pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak
yang belum melewati batas akhir pelunasan.

5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa
pengecualian selama 3 tahun berturut — turut dengan ketentuan
disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan
rekonsiliasai laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang
menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan
keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan public yang tidak
dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.”

Penelitian ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang patuh yakni wajib pajak yang
memenuhi kewajiban aktivitas perpajakannya secara sukarela. Pada dasarnya,
pemenuhan kewajiban sukarela ini dapat dikatakan sebagai bentuk kesadaran.

Dimana wajib pajak melakukan kewajibannya sebelum “dipaksa” dengan sanksi-



40

sanksi yang telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan
perpajakan.

Kepatuhan pajak juga dibahas dalam penelitian yang ditulis oleh
Mareta, Handayani, dan Husaini (2014). Pada jurnal ilmiah ini penulis
menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan taat, tunduk dan patuh
serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah
Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku.

Kemudian Rahayu dalam Nurcahyanti (2015) menjabarkan bahwa
kepatuhan perpajakan merupakan taat, tunduk dan patuh serta melaksanakan
ketentuan perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang
taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Masih pada
jurnal ilmiah yang sama, Sidik Mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak
memenuhi kewajiban perpajakan scara sukarela (voluntary of compliance)
merupakan tulang punggung sistem self assesement, dimana wajib pajak
bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian
secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Dalam Fajriyan dan kawan-kawan (2015) menyatakan bahwa
“Kepatuhan wajib pajak adalah memasukkan informasi yang dibutuhkan tepat
pada waktunya, mengisi dengan benar serta jelas jumlah pajak yang harus

dibayar dan membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan.” Maka dapat
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diartikan bahwa wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang disiplin
dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.
Sumber selanjutnya menyatakan bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak
terdapat empat aspek yaitu:
“1. Dalam menyampaikan SPT tepat waktu
2. Tidak punya tunggakan pajak apapun, kecuali tunggakan yang
memperoleh izin menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan mendapatkan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian
4. (WTP) selama 3 tahun berturut-turut dari hasil audit lembaga
pengawasan keuangan pemerintah atau Akuntan Publik
5. Selama 5 tahun terakhir tidak pernah dipidana di bidang pajak
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.”
Kriteria yang disebutkan mengacu pada PMK No. 74/PMK.03/2012 yang
terdapat pada penelitian Suyanto (2018).
Definisi kepatuhan pajak juga disebutkan dalam penelitian Yusuf dan
Ismail (2017).Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa definisi kepatuhan dalam
kaitannya dengan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat tiga
indikator kepatuhan pajak yaitu:

“1. Kepatuhan pengisian SPT (filling compliance), yaitu kepatuhan dalam
menyerahkan surat pemberitahuan baik tahunan dan masa dengan
tepat waktu.

2. Kepatuhan pembayaran (payment compliance), yaitu kepatuhan
dalam melakukan pembayaran pajak terhutang dengan tepat waktu.

3. Kepatuhan pelaporan (reporting compliance), yaitu kepatuhan dalam
melaporkan seluruh pajak yang terhutang.”

Kepatuhan pajak dalam pandangan umum dari berbagai sumber baik

peraturan perundang-undangan maupun sumber literatur buku dan penelitian

beragam. Dalam peraturan perundang-undangan lebih disebutkan jika wajib pajak
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dapat dikatakan waktu jika tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya.Seperti tenggat waktu masalah pembayaran, pelaporan, dan
penyelesaian pajak terutang yang masih tertunggak. Peraturan perundang-
undangan juga lebih detail dalam penyebutan tenggat waktudan persentase denda
yang dikenakan apabila melanggar.

Lalu pada literatur dari buku dan karya tulis ilmiah, lebih ringkas
mengenai pembahasan kepatuhan wajib pajak. Secara garis besar, wajib pajak
yang dikatakan patuh apabila tumbuh kesadaran akan melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Sehingga muncullah kedisiplinan dalam melaksanakannya. Baik

disiplin secara waktu maupun tata cara pelaksanaannya.

4.2.2. Kepatuhan Pajak dalam Sudut Pandang Islam

Banyak persepsi yang muncul ketika membahas pajak dalam kajian
keislaman. Pro dan kontra tentang diperbolehkan serta diperlukannya pajak dalam
kehidupan umat Islam terus berkembang sering berjalannya waktu. Tentang
haram dan halalnya pajak ditarik kepada masayarakat. Maka muncullah
pertanyaan bagaimana Islam memandang kewajiban dalam perpajakan bagi

umatnya?

4.2.2.1 Kepatuhan Pajak Berdasarkan Al-Quran dan Hadist

Pandangan Islam atas kepatuhan umatnya dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan dimulai dengan uraian pertama menurut penelitian Afriyandi (2014)
istilah pajak menurut pakar ekonomi kontemporer ialah sebagai kewajiban untuk

membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang
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dan bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Pajak diadakan untuk

dialokasikan supaya mencukupi pangan secara umum dan untuk memenuhi

keuangan bagi pemerintah. Adapun unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut

Pajak adalah pembayaran tunai, artinya bahwa seorang mukallaf
membayarnya dengan uang tunai tidak berupa barang.

. Pajak adalah kewajiban yang mengikat, artinya bahwa pajak ialah

kewajiban yang dipungut dari setiap individual sebagai suatu
keharusan.

Pajak merupakan kewajiban pemerintah, sehingga pejabat
pemerintah atau lembaga yang berwenang mewajibkan pajak yang
kemudian hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umum.

. Pajak adalah kewajiban yang bersifat final, artinya orang mukallaf

tidak berhak untuk menolak atau menuntut sekalipun tidak tercipta
suatu kemanfaatan.

Pajak tidak ada imbalannya, artinya tidak ada syarat bagi wajib
pajak untuk memperoleh imbalan atau fasilitas kesejahteraan,
sehingga tidak ada hubungan antara membayar pajak dengan
fasilitas yang diperoleh oleh wajib pajak.

Pajak adalah kewajiban tuntutan politik untuk keuangan kegara.
Pajak menurut Yusuf Qardhawi merupakan kewajiban yang
ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada
negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali
dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian
tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin
dicapai.”

Definisi pajak dalam ketentuan syariat adalah kewajiban yang datang

secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan

sesudah zakat, karena kekosongan/kekurangan baitul maal, dapat dihapus jika

keadaan baitul maal sudahterisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum

Muslim yang kaya, danharus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum

Muslim), bukankepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk

mencegahdatangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.
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Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

“a. Harta itu benar-benar dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Tidak
diperbolehkan memungut sesuatu dari rakyat selagi dalam baitul-mal
masih terdapat kekayaan.

b. Adanya pembagian pajak yang adil. Pengertian adil tidak harus sama
rata bebannya.

c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan ummat
bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Pajak bukan upeti untuk para
raja dalam rangka memuaskan hawa nafsu, kepentingan pribadi dan
keluarga mereka, atau kesenangan para pengikut mereka, tetapi
harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas.

d. Adanya persetujuan para ahli dan cendikia. Pemerintah tidak
bertindak sendirian dalam hal mewajibkan pajak, menentukan
besarnya serta memungutnya tanpa adanya persetujuan dari hasil
musyawarah para ahli atau cendikia dari kalangan masyarakat
(dewan perwakilan rakyat).”

Pendapat yang menyatakan bahwa pajak diperbolehkan selama dengan

tujuan kemaslahatan umat, mengacu pada firman Allah SWT
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“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah kebajikan orang yang
beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-
nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak
yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan
orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,
mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati
janjinya apabila ia berjanji; dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan,
penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar
(imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”(QS Al-
Baqgarah:177)
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Ayat ini menjadi rujukan mengenai adanya kewajiban lain selain zakat yang harus
ditunaikan oleh umat muslim. Dalil yang mengungkapkan bahwa kewajiban selain
zakat berupa pemberian harta yang dicintai untuk alasan kebaikan diperbolehkan

(Gusfahmi, 2011:149).

Menurut tafsir Ibnu Katsirfirman Allah: 42 e Jul S5 5oy (“Dan
memberikan harta yang dicintainya.”) artinya, menyedekahkan hartanya padahal
la sangat mencintai dan menyenanginya. Demikian dinyatakan oleh Ibnu Mas’ud,
Sa’id bin Jubair, dan lainnya. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam kitab Shahih
al-Bukhari dan Muslim, hadits marfu’ dari Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda:

“Sebaik-baik sedekah adalah engkau menyedekahkan harta sedang engkau
dalam keadaan sehat lagi tamak, engkau menginginkan kekayaan dan takut
miskin.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Allah Ta’ala telah mengingatkan melalui firman-Nya
“Sekali-sekali kamu tidak akan meraih kebaikan hingga kamu menginfakkan
sebagian harta yang kamu sukai.” (QS. Ali-lmraan: 92)

Menyedekahkan sebagian harta yang kita cintai atau sukai merupakan
sedekah terbaik. Seperti layaknya dalam membayar pajak. Umat muslim
“menyedekahkan” sebgaian hartanya kepada negara demi kebaikan. Dimana pajak
yang telah dibayarkan akan digunakan dalam segala hal yang berkaitan dengan
penyelenggaraan negara. Seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan

kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Selain itu, dalil yang menjadi rujukan jika pajak diperbolehkan:
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“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)
kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah
diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama
yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab
kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedangkan
mereka dalam keadaan tunduk.” (QS At-Taubah:29)
Dalam surat ini dinyatakan bahwa umat muslim wajib membayar jizyah. Jizyah
disini dapat diartikan sebagai pajak. Maka lewat dalil ini, dapat dipahami patuh
terhadap peraturan perpajakan diwajibkan. Hadist yang mendukung pendapat ini,

sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lbnu Majah
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“Dari Fatimah Binti Qaisra.Berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda,
“didalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat.” Kemudian
beliau membaca ayat Al-qur’an surat Al-Bagarah:177.” (HR Tirmidzi dan
Ibnu Majah)

Merujuk pada pendapat ulama yang menyatakan bahwa pajak
diperbolehkan, maka patuh terhadap peraturan perpajakan yang ditetapkan
menjadi waijb bagi umat muslim. Sejatinya ketika suatu negara membutuhkan
dana untuk keperluan penyelenggaraan negara trutama dalam peningkatan
pelayanan masyarakat, maka wajib hukumnya untuk menaati segala peraturan
perpajakan yang berlaku. Terutama di Indonesia, pendapatan negara terbesar
berasal dari pendapatan pajak. Mengingat pengelolaan keuangan di Indonesia

tidak berasaskan syariat Islam. Yang mana dana zakat dan dana keagamaan
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lainnya tidaklah dikelola oleh pemerintah. Inilah yang menjadi latar belakang
mengapa pajak menjadi sangat penting demi kebaikan banyak orang.

Pendapat tentang bagaimana pajak dalam pandangan Islam tidak semua
ulama berada pada satu kata. Beberapa ulama berpendapat bahwa sesungghnya

pajak merupakan bentuk kedzaliman. Firman Allah SWT
Sl &5 2501 KE Y 1 el il gl g
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil”(QS An-Nisa:29)
Seorang muslim diharamkan memakan harta sesamanya dengan cara yang batil.
Batil dalam konteks perpajakan lebih sering dikaitkan dengan memaksa pemilik
harta untuk memberikan hartanya. Dianggap bahwa konteks memaksa ini batil
karena tidak ada kerelaan akan pemilik harta dalam memberikan hartanya.

Tidak berhenti sampai disitu saja, orang-orang yang bekerja sebagai
pemungut pajak tidak akan merasakan surga. Seperti yang terdapat pada hadist
Rasul:

B <t
“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka”(HR Ahmad)

Hal inilah yang menjadi acuan para ulama yang menyatakan bahwa pajak
tidak diperbolehkan.Pemungutnya bahkan akan diazab di neraka. Karena
pemungut pajak dianggap melakukan ketidak adilan bagi wajib pajak. Belum
tentu wajib pajak atau pemilik harta rela memberikan hartanya. Namun
kenyataannya dalam praktik pemungutan pajak, unsur paksaan bahkan ancaman

sanksi baik administrasi maupun pidana dilayangkan.
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Selain cara mendapatkannya yang dzalim, pajak juga melahirkan banyak
pendapat kontra karena tidak adanya “fatwa halal” didalamnya. Penarikan pajak
yang diperbolehkan maupun tidak masih bias karena tidak adanya kejelasan pasti
akan keduanya. Tidak ada pembahasan yang menyatakan jaminan pasti bahwa

pajak diperbolehkan, begitupun sebaliknya (Gusfahmi, 2011:11)

4.2.2.2 Kepatuhan pajak berdasarkan pendapat ulama
Penelitian oleh Syukur (2013) yang membahas perbedaan pendapat
mengenai diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya pajak. Terdapat beberapa
ulama yang mengharamkan pajak seperti Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam
Majmatul Fatawa V111/208 yang menyatakan bahwa:
“Pajak itu adalah termasuk sesuatu yang mungkar”
Pendapat ini berlandaskan pada hadist uang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang
artinya
“Apabila kamu sudah menunaikan zakat, maka berarti sudah
melaksanakan kewajibanmu.”Juga hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu
Majah yang artinya, “Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali
zakat.”HadistriwayanBukhori dari Abu Hurairahr.a.,Dikatakan :Bahwa
seorang Arab dusun datang kepada Nabi saw. la berkara :”Tunjukkanlah
kepadaku suatu amal yang memasukkan aku ke dalam surga.” Nabi
berkata: “ Beribadahlah kepada Allah Swt. Dan jangan berbuat syirik
sedikitpun kepada-Nya, dirikanlah shalat fardhu , tunaikan zakat, dan
berpuasalah bulan Ramadhan.”Orang itu bekata : “Demi yang menguasai
diriku, aku takkan menambahnya.”Kemudian Rasulullah berkata : “Ingin
melihat ahli surga, lihatlahorang ini.”
Dalam perkara ini ada pula ulama yang berpendapat bahwa pajak itu
diperbolehkan.Beberapa ulama klasik yang menyatakan hal ini diantaranya Imam

Ghazali, Al Qurtubi, dan Muhammad Umaim Al-Barkati.Imam Ghazali

menyatakan bahwa memungut uang selain zakat pada rakyat diperbolehkan
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apabila diperlukan dan kas di Baitul Mal tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan
negara, baik untuk perang atau lainnya. Akan tetapi jika masih ada dana di
BaitulMal, maka tidak boleh.
Pendapat Muhammad Umaim Al-Barkati dalam Syukur (2013)
menyatakan
“Pajak dengan naibah (jamak, nawaib).Beliau berpendapat bahwa naibah
boleh kalau memang dibutuhkan untuk keperluan umum atau keperluan
perang.”
Sehingga, penarikan pajak yang diperbolehkan hanyalah dalam keadaan darurat
saat tidak tersedia lagi dana pada baitul maal. Juga ketika dalam keadaan
peperangan yang membutuhkan dana lebih. Maka apabila dalam keadaan yang
baik-baik saja dan semua kebutuhan masih bisa dikelola oleh baitul maal, pajak
diharamkan. Pendapat lain dari Al Qurtubi menyatakan bahwa ulama sepakat atas
bolehnya pungutan selain zakat apabila dibutuhkan.
Dalam Gusfahmi (2011:156) Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj
menyebutkan bahwa:
“Semua khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar Bin Abdul
Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan
dengan keadilan dan kemurahan, dan tidak diperbolehkan melebihi
kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat
mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.
Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau
menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.”
Pernyataan ini  menunjukkan bahwa Abu  Yusuf menyetujui

diberlakukannya pajak. Bahkan beliau menyatakan mendukung hak penguasa

dalam mengurang ataupun menambah pajak sesuai engan kemampuan
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masyarakat.namun kesetujuan ini tetap berada pada syarat tidak melebihi

kemampuan masyarakat.

Dalam buku ini juga menyatakan bahwa M. Umer Chapra, dalam Islam

and The Economic Challenge menyataan:

“Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak
disanping zakat telah dipetahankan oleh sejumlah fugaha yang pada
prinsipnya telah mewakili semua mazhab figih. Hal ini disebabkan
karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya unruk kesejahteraan
kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain
agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi
secara efekrif. Hak ini dibela para fugaha berdasarkan hadist: “pada

hartamu ada kewajiban lain selain zakat

9999

Penelitian selanjutnya oleh Ridwan (2013) menyebutkan pajak dengan

sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

(13

o

Harta itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain.
Maksudnya, pajak boleh dipungut apabila negara memang benar-
benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh.
Pendapat ini dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dan didukung oleh
beberapa ulama dan mereka mensyaratkan bahwa pajak boleh
dipungut jika benar-benar kas Negara kosong.

Pajak dipungut secara adil. Maksudnya, jika pajak itu benar-benar
dibutuhkan dan tidak ada sumber lain, maka pengutipan harus adil
dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan
masyrakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan pada
pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan
rakyat dan pembangunan.

Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan
umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.

. Persetujuan para ahli yang berakhlak. Maksudnya pemerintah tidak

boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan dan menentukan besaran
pajak, kecuali setelah bermusyawarah dan mendapat persetujuan
dari para ahli.”

Pajak yang diterapkan khususnya di Indonesia, dapat dikatakan belum

memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan. Lebih tepatnya masalah pemungutan

secara adil masih menjadi pro dan kontra pada masyarakat luas. Dewasa ini,
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kriteria adil bagi satu orang dibandingkan dengan orang lainnya tidaklah sama.
Walaupun dengan tingkat pendapatan yang relatif sama, tidak menjamin tingkat
kepuasan akan keadilan dalam pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah juga
sama. Hal ini menyebabkan belum idealnya sistem perpajakan di Indonesia dalam

sudut pandang syariat Islam.

Lepas dari fakta rumit yang terjadi pada masyarakat atas pemungutan
pajak, mayoritas ulama berpendapat bahwa pajak dibolehkan. Tidak berhenti

disitu, diperbolehkannya pajak tetap dengan syarat:

“a. Karena jaminan sosial merupakan suatu kewajiban. Dan ketika dana
zakat tidak mencukupi untuk memenuhi jaminan social tersebut,
maka pemerintah boleh mengambil pungutan selain zakat. Dan itu
pernah terjadi pada masa Rasulullah ketika akan melaksanakan
perang Tabuk.

b. Penggunaan dana zakat hanya terbatas pada para mustahik,
sedangkan pembiayaan Negara banyak sekali. Zakat hanya bisa
digunakan pada sasaran yang telah ditentukan syariah dan
menempati fungsi utama dalam jaminan sosial. Zakat tidak bisa
digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan dan lain-lain. Jika
pemerintahan Islam dulu mendapatkan pemasukan dari pajak
(dharibah) untuk membiayai keperluankeperluan tersebut, maka
untuk saat ini Yusuf Qardhawi mendukung pendapat para ulama
yang berpendapat bahwa pemerintah dapat memungut kewajiban
pajak dari orang-orang kaya.

c. Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara’ yang membolehkan.
Misalnya kaidah Mashaalih Mursalah. Kas Negara yang kosong
akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik adanya
ancaman dari fuar maupun dari dalam. Rakyat pun akan memilih
kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan
harta keseluruhan karena negara jatuh ke tangan musuh.

d. Kerugian yang dibalas dengan keuntungan. Sesungguhnya kekayaan
yang diperoleh dengan pajak akan digunakan untuk segala keperluan
umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat seperti;
pertahanan dan keamanan, hukum, pendidikan, kesehatan,
pengangkutan, dan lain-lain.”
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Jika syarat ini sudah terpenuhi, maka wajib bagi seluruh umat muslim untuk patuh
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mengingat bahwa pemungutan
pajak yang sesuai berarti memberikan banyak manfaat bagi seluruh lapisan

masyarakat.

4.3. Uraian Komparatif

Pembahasan tentang kepatuhan wajib pajak dalam sudut pandang umum
dan sudt pandang keislaman memiliki perbedaan yang cukup terlihat. Mulai dari
perbedaan dasar hukum hingga standar idealnya tata pelaksanaan.Dasar hukum
yang digunakan dalam pandangan umum berupa Undang-undang beserta
peraturan yang berlaku. Sedangkan pada kajian keislaman dasar hukum yang

digunakan adalah Al-Qur’an dan hadist.

Kepatuhan wajib pajak dengan sudut pandang umum mengacu pada
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang kemudian direfisi
menjadi Keputusan Menteri Keuangan No. 235/ KMK.03/2003. Peraturan ini
membahas tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat Diberikan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Juga Peraturan Menteri Keuangan No.
74/PMK.03/2012 yang membahas tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan
Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Setiap peraturan ini membahas
kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh wajib pajak agar dapat digolongkan

wajib pajak yang patuh.

Dalam sudut pandang umum, pendapat mengenai perlu tidaknya seorang

wajib pajak patuh terhadap melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik
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lebih mengarah pada satu titik. Dengan menggali tentang fungsi dana hasil
pungutan pajak itu sendiri hingga dasar hukum yang jelas terpapar hitam diatas
putih dan telah disahkan. Secara umum, patuh kepada peraturan perpajakan dan
juga bentuk kepatuhan dengan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik
dan benar, mendominasi pendapat masyarakat pada umumnya. Kedisiplinan
dalam pelaksanaan baik dari segi waktu maupun tata cara yang dilakukan juga
menjadi indikator kepatuhan pajak secara umum. Walaupun masih banyak
penelitian ilmiah dengan hasil minimnya kesadaran akan melaksanakan kewajiban

perpajakannya dengan baik.

Berbeda dengan telaah pada sisi kajian keislaman. Pendapat yang bertolak
belakang dengan jumlah yang signifikan melahirkan pro dan kontra. Dimana
sebagian berpendapat bahwa pajak bukanlah kewajiban yang harus dilakukan oleh
umat Islam, dan sebagian lainnya berpendapat sebaliknya. Bukan tanpa dasar,
semua pendapat yang dilontarkan oleh para ulama tentang kepatuhan pajak umat
muslim mengacu pada tafsir ayat Al-Qur’an beserta hadist-hadist yang
mendukung. Seperti larangan memungut pajak yang disebutkan dalam hadist
riwayat Muslim:

A0 A1 (& Caalin G305 A0 Calh Sl oy ol 3058

“Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya
perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya seorang
pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya
dosanya akan diampuni.” (HR. Muslim I1I/1321 no: 1695)

Dimana hadist ini mejadi acuan para ulama yang berpendapat bahwa pajak

itu merupakan bentuk kedzaliman. Sudah seharusnya bagi pemungut pajak dan
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pembuat regulasi atas perpajakan bertaubat.Serta penarikan yang dilakukan
bersifat memaksa juga menjadi alasan mengapa pendapat tentang tidak bolehnya
pajak didirikan muncul. Karena dalam kaidah syariah, penyerahan harta haruslah
dengan keridhoan sang pemilik harta tersebut. Jadi apabila unsur ini hilang, dapat
dikatakan harta itu bersifat batil. Dan harta yang diperoleh dengan cara yang batil

hukumnya haram.

Juga pendapat yang memperbolehkan bahkan menyetujui peraturan
pemerintah yang mewajibkan seluruh wajib pajak tidak terkecuali umat muslim
untuk patuh terhadap pertauran perpajakan yang berlaku. Hal ini dilandasi oleh

firman Allah SWT pada surat An-Nisa ayat 59:

2o 81 Lfg Sy by i T ol G o

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah
Rasul-(Nya) dan ulil amri diantara kalian.”(QS An-Nisa:59)



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Wajib Pajak dapat dikatakan patuh jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam dua
tahun terakhir.

b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari
tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah
disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak
berikutnya.

d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:

4. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak.

5. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang
diterbitkan untuk dua masa pajak terkahir.

e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

f. Dalam hal laporan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan haris dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian

tersebut tidak mempengaruhi laba fiskal.
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Secara hukum negara, seluruh lapisan masyarakat wajib patuh dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketidak patuhan wajib pajak, akan ditindak
dengan pemberian sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Seluruh pelaksanaan
kegiatan perpajakan serta tuntutan akan kepatuhan masyarakat untuk patuh, telah
diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan dalam kajian keislaman terdapat perbedaan pendapat antar ulama
mengenai diperbolehkannya pemungutan pajak bagi umat Islam.Sebagian ulama yang
menyatakan bahwa pajak merupakan bentuk kedzoliman, menyepakati jika umat
Islam tidak perlu mematuhi melaksanakan kegiatan perpajakan yang ditetapkan
pemerintah. Cukup dengan mengeluarkan zakat, maka tidak ada kewajiban lain yang
tertanggung padanya. Namun sebagian ulama yang memperbolehkan pemungutan
pajak atas dasar pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan negara menyepakati bahwa
setiap umat Islam wajib mematuhi keputusan Ulil Amri atas kegiatan perpajakan. Dan

mayoritas ulama menyetujui akan hal ini.

5.2. Saran

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji ebih dalam lewat
sumber-sumber buku, terutama buku kajian keislaman secara spesifik. Baik
pembahasan oleh ulama klasik maupun kontemporer. Juga spesifikasi lebih
dalam mengenai pada salah sati sudut pandang yang terkandung dalam konteks
kepatuhan pajak, seperti sudut pandang kesejahteraan masyarakat, maupun

keadilan dalam pemungutan maupun pengalokasian dana pajaknya.
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KEPUTUSAN MENTERTKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 344 EME.042000
TENTANG

KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
MENTERIKEUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Memmbang : bahwa dalam rangha melaksanakan ketentuan Pasal 17C avat (2) Undang-undang Nomer 6 Talnm 1983 tentang

Ketentuan Unmm dan Tata Cara Perpajakan sebagamana telsh dmbah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16

Talnm 2000, perlu menetaplan Keputuzan Menten Kenangan tentang Krrtena Waph Pajak: vang dapat Diberkan

Pengembahian Pendahmbuan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengmgzt :1. Undang-undang Nomor 6 talun 1933 tentang Ketentuan Unmm dan Tata Cara Perpajal:an (Lembaran Negara
Republik Indonesia Talnm 1983 Nomeor 49, Tambahan Lembaran Negara Republt: Indonesia Nomer 3262)
sebagamana telah dmbah teraldur dengan Undang-imdang Nomer 16 Talum 2000 (Lembaran Negara Republic
Indenesia Tahun 2000 Nemor 126, Tambahan Lembaran Negara Republi: Indonesia Nomer 3084);

2. Keputusan Presiden Nemer 234N Talnm 2000;

MEMUTUSEKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENTANG KRITERIA WAJIB PATAK YANG DAPAT DIBERIKAN

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PENMBAYARAN PAJAK.

Pasal |

(1) Wapb Pajak dapat dibenkan pengembahian pendahubuan kelebihan pembayaran pajal: dalam hel memenubi
persyaratan kriteria sebagan benkut :

3. tepat waktu dalam menvampatkan Surat Pemberttalman ik semua jems pajak dalam 2 (dus) talnn terakhir

b. tidak memprnya tmggakan pajak itk semua jems pajak kecual telah memperolel izm untul: mengangsur
stan memmda pembayaran pajak;

. hidak pernah dyatubn Inbumean karena melalukan tmdak pidana di bidang perpajakan dalam jangka wakin 10
(sepulnh) talmm teraldur; dan

d. dalam hal laporan kenangan dizudit cleh alamtan publik atan Badan Pengawzsan Kenangan den Pembanguman
harus dengan pendzpat wajar tanpa pengecualian stan dengan pendapat wajar dengan pengecuzhan sepanjang
pengecualian tersebut idak mempengaruly laba rug fiskal

(2) Dalam hal laporan keuangan diandit sebagamina dmaksud dalam avat (1) hurof d. maka laporan audit harus:
a. dizusun dalam bentuk panjang (long form report);

b. menyajikan rel-onsihiast laba rugt komersial dan fiskal.

(3) Dalam hal laporan keuangan tidal: diaudit cleh alamtan publik, malka Wapb Pajak dapat mengajukan permohonan
untuk ditetapkan sebaga Wapb Pajak Kriterta Tertentu, sepanjang memenuby svarat-syarat sebagamana
dmaksud dalam avat (1) b 2, huraf b, dan huruf ¢, serta svarat lamnva vang ditetapkan eleh Direliur
Tenderal Pajak.
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{4) Permohenan sebagamena domaksud dalam avat (3) dizpukan palmg lambat 3 (hga) bulan sebelum tahun buku
berakhir.

(3) Direktur Jenderal Pajak menetaplkan Wapb Pajak vang memenulbu persvaratan’ kritenia tertentu sebagamana
dimaksud avat (1) dan avat (3) setiap bulan Januan.

(6) Wapb Pajek sebagamana dmaksud dalam avat (3) tidak dapat diberkan pengembalian pendahuluzn kelebthan
pembavaran papak, apabila -

a. terdapat Wapb Pajak tersebut dilalmbean tmdalan penyidikan tmdak pidana di badang perpajalan; atau
b. dalam suatm Masa Pajak Pajak Pertambahan Nila ternvata idak memenubn kritena sebagameana dimaksud
dalam Pazal 1 avat (1) dan avat (2), atau avat (3). sejak Masa Pajak vang bersanglutan.
Pasal 2

Wajik Pajak vang penghitmgan jumlah peredaran nsahanya mudah diketabm karena berkaitan dengan pengenaan

cukean sepangeng memennha ketentuan sebgamana dmaksud dalam Pasal 1 avat (1) dan avat (2). stan ayat (3) dapat

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai,
Pasal 3

(1) Wapkb Pajak sebagamana dmaksud dalam Pasal 1 avat (5) yang mengajulkan permohonan pengembahan
kelebihan pembayaran pajak: tetapt tidak menghendaka diberkan pengembahian pendahulnan kelebihan
pembayvaran pajak, dapat menvatakan kemgmannya dalam surat tersendiri sebaga lampiran Surat Pemberitabuan
vang bersangloutan.

(2) Permohenan pengembalian kelebihan pembavaran pajak dart Wapb Pajak sebagamana dmal:sud dala ayat (1),
diprozes sesual dengan ketentuan Pazal 17B Undang-undang Nomer 6 Talnm 1933 tentang Ketentuan Unmm
dan Tata cara Perpajakean sebagamana telzh dmbah terakhur dengan Undang-imdang Nomor 16 Tahun 2000

Pasal 4

Ketentuan vang diperlukean dalam rangka pelal-sanasn Keputuzan Menteni Keusngan mi, diatur dengan Keputusan
Direltur Jenderal Pajak.
Pazal 3

Keputuzan Menten Kenangan mi nmla berlaku pada tanggal 1 Januan 2001

Apgar sehap orang mengetahumya, memermtahkan pengummman Keputnsan Menten Kenangan mi dengan
penempatannya dalam Berrta Negara republik Indonesia.

Ditetaplan di Jalearta

pada tanggal 22 Desember 2000

MENTERTKEUANGAN REPUELIK INDONESIA

PRIJADI PRAPTOSUHARDIO
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EEFUHLIE TKIDOMESLA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REFUBLIK INDONESIA

MNOMOR 235,/ KME.03 /2003
TENTANG

PERLUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
544/ KMEK 04/ 2000 TENTANG KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT

DIBERIKAN

PENGEMBALTAN PENDAHULUAN KELEBIHAN FEMBAY ARAN

PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  pelavanan

Mengingat

pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak,
peru menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Perubahan Atas Keputusan Mentenn Keuangan Nomor
544/ KME (42000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat
Diberikan  Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan
Pembayaran Pajak;

: 1. Undang-undang Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 1983 Momor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kall diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2 Keputuszan Presiden Nomeor 228 /M Tahun 20010,

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomer 544,/ KME. 04,/ 2000
tentang  Kriteria Wajib Pajak vang Dapat Diberikan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran
Pajak;
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MEMLUTUSEAN:

Menetapkan: KEFUTUSAN  MENTERI  KEUANGAN  TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTER] KEUANGAN
NOMOR 544 /KME. 04,/ 2000 TENTANG KRITERLIA WAJIB
PAJAK YANG DAPAT DIRERIKAN PENCEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PAJAK,

Pasal |

Ketentwan Pasal 1 Keputusan Menterd Eevangan Momor
344/ EME.04,/ 2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat
Diberikan Pengembalian Pendabhuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

(1)Waijib Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan
kelebihan pembayaran pajak  dalam  hal memenuchd
persyaratan, kriteria sebagai berikut :

a.tepat  wakiu dalam  menyampaikan  Surat
Pembentahuan Tahunan dalam 2 {dua) tahun terakhir;

b.dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa vang
terlambat tidak lebih dari 3 (Hga) masa pajak untuk
setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;

c.5'T Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud
dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas
waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikuinya;

tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis
paek

1}kecuali telah mempercleh izin untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak;

2)tidak termasuk tunggakan pajak schubungan dengan
SIP vang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak
lerasis;

e tdak pernah dijatubl hukuman karena melakukan
tindak pidana di bidamg perpaiakan dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
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f. dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan
publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian alaw dengan pendapal wajar dengan
pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tdak
mempengaruhi laba rugi fiskal.

{2)Dalam hal laporan keuangan diaudit sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) buruf {, maka laporan audit
harus:

a. disusun dalam bentuk panjang (long form report);
b, menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

(3]Dalam hal laporan kevangan tidak diaudit oleh akuntan
publik, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permoehenan
untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Krteria Tertents,
sepanjang  memenuhi | syarat-syarat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, ¢, d dan e, serta syarat
lairmya yang ditetapkan oleh Direkiur Jenderal Pajak.

{#)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam avat (3}
diajukan =ecara tertulis paling lambat 3 (tga) bulan
sebelum tahun buku berakhir,

{(3)Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak vang
memenuhi  persvaratan/kriteria tertentu  sebagaimana
dimaksud avat (1) dan avat (3) setiap bulan Januari dan
berlaku untuk jangka wakiu 2 (dua) tahun,

{5)Waijib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak
dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan
pembavaran pajak, apabila;

a.terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan Sindakan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

b. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Maza lebih
dari 3 (tiga) masa pajak untuk semua jenis pajak:

c. dalam hal Wajib Pajak terlambat menyvampaikan SPT
Masa tidak lebih 3 ([tiga) masa pajak, terdapat
penyampaian ST Maza yang lewat dari batas waktu
penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
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d.Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk
2 (dua) masa pajak atau lebih berturut-turut untuk
semua jenis pajak; atau

e dalam suatu Masa Pajak, ternvata tidak memenuhi

kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e sejak masa pajak yang bersanghutan.”

Pazal 1T

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

."'n.!-;:ar 5i;'l'i::;,:| arang nwngq'hhuirl}':l_. mermnerntahkan
pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Eepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juni 2003

MENTERI KEUTANGAN
REPUBLIK INDONESLA,

BOEDIONG
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HEFLBLIK IMDORESLA
CALIMNAK

FEREATURAN MENTER] EEUANGAN FEPUHLIK TNDOHESLA
WOMOR 74 /PREL D3 F3013

TENTANG

TATA CAFA FENETAFAN DAN FENCAHUTAN PENETAFAN WA FAJTAR

Meneapiamn

DEMGAN EFITERIA TERFTENTY DALARK BANMGEA FEMGELMBEALIAN
FPENDAHULUTAN KELEHTHAN FERMEAYARAN FAJAL

DEMNZAN FAHLAT TUHAN TANG AN ESA

MENTER] EEUANCAN REFUBLIE INDONESLA,

: bahwm dalam ramgks melskreanalon ketertan Pacal 170 spat (7)) Undang

Tindamg Mamor & Talon 1983 entang Kotentoam o dan Tats Sara
Parpajaion sabagmimana telah bebarapa kali diuban teralidnr dengan Tndang-
Undamg Momor 16 Tahun 2009 dan ketentusm Fasal 37 ayai () Paratursa
Pamerintan Nomor 74 Tahun 2011 tentamg Tata Cam Fulaksanaan Hak dan
Famenunan Hewajiban Furpajalon, parta menstapk=n Peraniran Menter
Emaangan tentamg Taia Cara Fenstapan dan Fencaiuian Panstapan Wagh Pajak
dengam Kritena Tertenta dalam Fangis Pangembalian Fandakiniihsan Eolebihan

: 1. Undang-ifndang HNaomor & Tahon 19388 Smnotang Ketentoam more dan Tada

Cara Farpajakan (Leanberan Nagars Rapobiilk Indonesia Talum 1353 Homar
45, Tambaban Lanbaran Negars Fepublik Indonesia Nomor 3263
cabagaimans telah Debarapa kAl diubah tarakhnr dangan Undang-Undang
Momor 16 Taln 2005 (Lembaran Negar Fepublik Indonasa, Talan 2005
Homor 52, Tambahan Lerrharan Hegara Fepublik Indonesia Homor $995);

2. Parasuran Famerinih Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cars Pelalccansan
Hak dam Fememinan Kewayjiban Farpaaian (Lenbaran Hegars Fepublik
Indonesia Talun 2011 Fomor 163, Tambaham Lambaram Magara Rapublik
Indomesia Homar S36E];

2. Eepatisan Fresiden Nomar 56 F Takhun 200100
BIELFTLISECATY:

FERATURAN MENTER] EEUANGAN TENTANING TATA CAFA FENETAPAIT DAN
FENCAHUTAN FENETAFAN WAJIH FAIAR DENGAN KRITEFRIA TERETENTW
DALARL FANGHA FENCGERMHALLIAN FENDARLULUAN EELESIFAN FEMBAVARAI
FAJAEL
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EAH I
HEETENTLIAD TIRITTES
Faczal 1

1. Undang-Tndang Betantuan Umun dan Tata Cara Perpedaiom yoms
salamutryrs disebut Undang-TTndang EUF adalah Undang-{indang Nomor 5
Tahun 1935 tentang Katentuan Ummim dan Tasa Cara Ferpajaion
cabagaimans elah bebarapa kali diuban taraihir dengan Undang-Undang
Mamor 15 Taknan 005,

2. Undang-Undang Fajalk Partamsbahsn Hilsi yang salaniutogs disebat Thndsmg-
Undang FFN adalan Undang-Undang Nomor 8 Talun 1953 tantang Pajaic
Pertamnbahan Niksi Barang dan Jaca dan Pajak Penjualan atas Haramg
Biowah sabagaimana teolah baberapa kali diubah terakhir dangan Undamg-
Undang Nomor 4.2 Taboan 2008,

2. Wajl Pajak Dangan Eritaris Tertanty sadsalsh Wagih Fajak yamg merreniity
loitenia tarterin sebagadrreme ditnaleoad dalaen Facal 17C ayat (2) Undang-
Undang EUF.

EAH I
FERSVARATAN DAN FENETAFAN WAJIH FPATAK DENCAT

ERITERIA TEFTENTU
Fassl 2

Ubolk dapat disstapksn sabegal Walt Fajak Dengan Kritena Terbamiu, Aagb
FPrjaic harnis memamibl parsyaratan sebagal bariinit

a tepat wako dalam menyampaiican Surar Fombaritamaan:

b. tdak mampamal tunggaloan pajak untiic S jerns pajaic, ecuall
pambayaran pegaks
ESLATH AT TRMANTIAN 6Ty an pendapar Wasar Tanpa Fanessussan salama 3
[zl ahum bertura-turat; dan

d tdak parnah dipidana carena malaioaiown tndakc pidana di bidang
parpazalonn berdscariown puatucan pengadilan yang telab merrmirmmsd
iosloatan bniknem tetap dalasn jangloy walcn S [Hma)] teabom tereddnT.

Pasal 2

1] ¥Yang dimalicnid dengsm tepat walcoo dalaom peryespeian Saredt
mummmmmnmmmzmmdnm

Furas Femraniabuan Tahunas salams 2 (tga) Tabun Faak

mmmﬁhdﬂsmpﬂm. i dangan akhir talun sebaurm
hhmpmntﬂpnnﬁ@hﬁ;ﬂtm mmuﬂmﬂpﬂ

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



b. permarmpaian Surat PFemberitainian Masa yang teriambat dalsam tahomn
ok Basa Fajak Jarmiarn sampai Borambar Sdak lobih dan 2 (tga) Maca

C. seluruh Surat Pembarimhien kxcs dalam taton teraldhit sebalurs tahum

d. Surs: Permbaritabhiar Riscs 5 yung terlarehat cobsgarrnans m.mal'_"_l.-:l]:eﬂa.
humif b telah disarmpeikan tisk lewat dard baias wakil penyampaiam
Sura: Papbaritahusm kMaca Macs Pajakc berilarmya

|Z] ¥ang dimaienid dengan Hdak merpumEl unggalon paak cobagaimans,
dimalcnd dalam Facal 3 huruf b adalah keadsan Wajib Fajak pada tanggsl
Z1 Desembsar tahun sebalun panetapan sebagal Waib FPajak Dangsm KrimEria
Tarteniy

|2] Yang dimairnid dengan laporan kauangan yang disndit ciah alunsan publie
atu lembags pangaRasan onuangan pemarintah ssbagaimana dimakenad
dalxrn Pacal I argd © adalah Iaporan ksuangan yang dilampirion dalam
Surat Fembariahuan Taminan Fajak Fenghasilan yang w3l disampaiiom
calamma 3 (Hga] milun beroorat-hanot sampel dangan akhir tahom cabellaim
tahun panatapan Waiib Fajak Dengan Eriteria Tertenta.

Fazal 4

| 1| PFenatapan :-n'l:ae:-m. ‘il.-'a_'ph =1-uh Dangam Kriteria Tertarha ..nl:m.ga.u:u.m
dimalkond dalam Facal 2 ditslnaken:

a. berdscarion parmohoran dar Wasib Fajals ata
b. terdacariom kewenangan Direkair Jandersl Pajak coecars jabhatan

|Z] Batas walktn pengaiuan permohonan sebagaimans dimakend pada Ayt (1]
hamaf &, disjulkan paling lambat tanggal 10 .Januar pada talhnin penetspan
Wab Pajak Dangan Briteria Tertemt.

|5] Bardacarkan hadl penclitiam amsc pamearninan parsyaratan sabagnimaTs
dimaleud dalamm Facal 3 dan Facal 2, Dircidur Janderal Pajaic

2. manarbifiean kopuican mengenal panatapan Wajib Fajak Dengan Eritorka
Tertenti, dalam hal permohonan Wajib Pajak sobagaimans dimaleud
Fouda ayat 1) memenuhi parsyaratan; atan

b. mamberitahulien cecara tartulis kepads Wajib Fajaic mangerei perclaiorn
permohonam, dalam hal parmohonan Waihih Pajak sabegaimans dimaiesond
Pl ayat (1) Hdak mamernib percyaratan

|4 Panarbitan kopohocan atas Wajlh Pajak Dangan Eritaria Tarsnt dam
pﬁ:l:'.'lb-:i:l't:ﬂ.'ll‘l.lﬂ.n. ceoaTa tRrnalis "d:aga:ma:nad.l:l:a.m:-:l pada oz (2] h'l.::r_l_.1.l'l:-.
dilakricn paling Iambas tanggal 30 Fobruar pada tabun panstapan Wagib

Fajak Dangan Ertmra Tertent

|5| Apanila sampsi dengan mnggal 30 Fabrian peds mhumn penetapan
cabagairmans dirakond pads ayas (4] Dirdcher Jenderal Fajaic Sdak
membariien epuihzsan, parmohonan Wajib Fajak sebagaimans dimalesad
pada ayat [1] dianggap dicehuju dan Dirictur Jenderal Fajalk menerbitian
Eapahican manganai panstapen Wajlb Pajak Dangan Kritaria Tertenm
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&) Eapatocan mengenai pencapan Wajlt Fajals Dengan Kritana Terbaniua
cebagaimana direaleoad pada myat |5 diterbitlen paling lambaz 5 {lima) hazi
kaTja setalah berakhiTioye batas waktu sebagaimans dimakud pada oyt (4]

|7] Bapatacan Ciralcur Jendaral Fazak cobagaimans dirsakod pads ayat (S)
o & beriaing il jarglos walkooa 3 [dua)] minm elander, terhining cajaic
wlmwmmmpqnmm

|E] Eapratasam Cerelctur Jendaral Fajak cobagaimana dimalroed pada aymaz (3]
tanaf & seouai dengem conch format cobagaimans teroamham dalsm
Lampiran [ yang meanipaian bagian tdak terpisanion dar Ferasaran
Bfgriteri ini.

{5 Surat pembaritabuan pamolakan cobagaimans direakord pads syt |2 honad
b sesua dengan conioh formas sobagaimana, tercamturm dalam Lampiran O
Yo mmerupekan bagian thak tarpicahion dari Peraniran Mentgr ini.

HABR IO
FENGAIUAN DAN FENELITIAN FERFMOBEOMNAN FENGERMBATIAN

EELEHIHAN FEAMBATARAN PAJTAR
FPasal &

| 1] Terhadap Wajibh Fayjak yang telah dittapion cobeagai Wagib Fajak Dengam
Eoriteria Tertenta, pengayuan pamohonan pangembalian kelebilan

pambayaran peyalk dilakian dangan meyAampaikan permohonan SeCars
taroalic.

|Z] Permohoman secara teroalic sebagaimans dimakroad pada ayat (1] dilaiokomn
d-nngmca.ra mmeanbeari zmapmmmm—angmm
lebih bayar resihes at) dengan cATA mangaulan sorat tarsamdin

Fa=al &

|1|Tn11:|.u.-:|.ap1il.fa._'pu]='u.-u1::.mn.5 ﬂahmmm;m.nmm%‘@.nhﬂmngm
Eoriteria Tertenoa bardacariamn permmohonan sebagaimmans dimaked dalam
Pasal £ agas 1|:I1.l.|.1.1.1fn_]:-n.r.|:n|:-h:||:|.a_ Pengambalian kelsbihan pambay@ran
mu.nwmmmﬂammm berdazarican
kmtariasn Pacal 170 Undang-Tindang EiTF.

|Z] Terhadap Wajib Fayjak yamg ditctapion cobagal Wajib Fajak Dengsm Kriteria
cebagaimans direakoid dalam Facal £ ams (1] et b, permohonsm
Fasal 5 diproses bardasarian keteniian Fasal 17C Undang-Undang KUF,
lmcuall Wajlb Pajak mengaiulon parmobanan uniik diproses bardacarion
kmtaniaan Pacal 17H Undang-ifndang KiTF.

|8] Dmlazr hal parmohonan pengernbalian kelobihan parbayaran pajak disjaiom
olah Pengucahs Kare Pajaic barisikn rendah yame fugs ditataplon cobhagsd
S At (o) Undang-Tindang FPH.
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|2] Dalam hal Wajib Fajak yang diempion cebagnl Wajit Pajakc Dengan. Eriteris
TRITEON] Sdal marrarpeiln permononan SeCara tartulic sabagaimnans
dimakead dalam Fasal 5, Surat Pembarimhiesn yang disxmpaionn Wagib
Pajak menjadi Sura: Pembaritaimian Labih Baymr yang Sdak dicartai dargan
mmmmmmmmm
berdasarian keianiuan cobagmimans dixtar dalam Facal 17 ayat [1] Undang-
Undang EUF.

Fazal T

{1] Drelcoar Jendaral Fajak malakolon peneitan srhadap panechanan
pangarmbalinn kachinam pembayaran pajak dar Wajih Fajai Dengan Kritaris
Terientu yang dipmosas bardasarkan kesentuan Fasal 170 Undang-Undang
KUP cabagmirmans dimainid dalars Pasal 5.

|2 Panalitiam sebagaimares divmeleoad pada ayat (1] dilaingkon ams
2. kelenglowpem Surat Pemibariabnian dan armpmran-larmmpranrnga;
b. kebarmaran parvalizan dan panghiningsn pajaks

C. kebamaran Kreddit Pajaic atan FPajak Masiian bardacarien hes onfirma
dalarn Sistem apliles Dirslkcoras Jendaal Fajak ata konfrmasi dengan
EEDEFUNAkaT curat; dam

d. lsbamaran pemibayaran pajak yang telah dilaloalken clah Wajit Pagjaic

BAB IV
FENGEMHALTAN FENDAHITLATAN EETEHIFE AN PEAMEAVAR AN

FATAY DAN FENEEHITAN SURAT HEFUTUSAN FEMNGERMEATIAN
FPENDAHULTIARN KELEHTHAN FAJAK |[SEFFEH

Fa=xl 8

|1] Direkctar Jenderal Fajak cetalah melsloksn penalitan atas permmchana
pangarmbalian kalehinan pembayaran pajak dari Wajib Fajak Dengan Kritaria
Terieniu sebagairama dimaicnad dalam Pacal 7 ayat | 1L meanerbitiomn Somat
Ewponasan Fengemibalian Pendaighiamn Eﬁ'-l.i'l:l:l:ﬂ.l:l. Pagiul:]:m:i.n.p larps 3 (Hga]
bulam sejak permohonan diternma secars lenglep uniuk Fayjak Penghasilan,
dan paling lamma 1 |sana) hilan sojalk parmohoren diternims seoara langlosp
uniulc Pajaic Fersmbaban il

|Z] Apabila seiciah lovat fangks wakiu cebagaimans dirssiensd pada amas (1),
DirelooaT Jenderal Pajalk Hdakc menerbithemn upunisan, permoliman
pargembalian kelcbinam pembayaran pajak dianggap dikamulion,

|8] Cmilamm hal parmonoman pengembaliam kelabihan parbenyaman pajaic
dianggap dilabullen sebageimans dimaled pada ayaz (2], Dirsdooar
Janderal Pajak manarbifian Suras Kepuiisan Fangembalian Fendahulaan
Halsbiban Fajak paling lama 7 |ajuly h.mkﬂ'_ra. Satelan jangks wakiu
cebagadmans dimakoud pada ayat (1) baralktr.

|2] Surat Keputusan Peogsapbalian Pendabuluan Kelebihan Fajak sebagaimans
mﬂmqm{l]mﬂmpn:mm.ﬂqu
dan Feraturan Banban 1
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Fazal 9

1] Surat Keputucan Pengerbalian Pandahuloan Kelehihan Pajak sobagaimerns
dimaleond dalare Facal 3 odalk drtorbitkosn dais s hal bordscarion el

a. tdak terdapas kelabihan pembayaran pojals
b. Sura: Parberitahusn basarta lampirannya Sdak lengionm;
C. pervdiizan dan panghitongan pajaic Sdak bamnar

d. Ercdit Pajaic atag Pajak Bsculown bamtacarien hedl konfirmas dalamm
Srotam aplhilad Dircicorat Janderal Pajak ate konfrmss dengan
Eengpunaian surat idak banar; asan

R, pembayaran pasak tdak berar.

|2] Dalazn hal parmohonan pengernhaliamg kalohihan paerbeyaran pajaic Ddalk
diterbitcan Surat Eemitocan Fangembalian Fendahuhian Kalahihan Fajaic
cobagaimans direakod pada ayat (1], Wajib Fajak dianggan Sdak
mengEjulen permohonan.
FPaczal 10

|1] Biasa Fagak Hagian Tahum Pajalk atag Talnin Pajak yang dapat dibarilom
pangembalian pendaiualuan bdabihan perrbayaran pajak melipnot Miscs

Faak, Hapiam Tahun Pagsic amal Tanun Fajal vne Tarcaiolp dalam aoghe

wakha J jdus) tahun elendar :-n'ba.;a.u:lﬂ.n.a dimalkesed dadsses Facal £ s

[7]-

|Z] Termasulk yang dibariion pangarrbetian pandakmiboean koedobiten
pambayaran pajak sebeagamans, dimalksod peda syat (1) melipat:

2. kdehihan pembayaran pajak bardacarkan Surat PermbaritainiaT
pembaiilam unmic Macy Fajak Bagian Tahun Fagak atani Tahun Fajak
yang tercalnap dalam jangion wakil I (dua] ahun alendar sebeguimans
diveakrd Facal 4 syt (7] dam

b. Sura: Parberitahaan pambatulan sabagaitnans dimatkend Eumaf a
disampaiian dalam pariods Wajib Fajak macih berstatus sebagad WajiEh
Pajak Dangan Kritenia Tartentu.

|2] Pangumbalian pendanuiuan kadabihen pajai sebagaimans dimakeud pada
ayat 1) dan ayat (J) Ddak dapat mmﬂiﬂmm]mmm

..l_d.u.a.l tabun kalnder sebagaimana ditsakeoad dalarn Facal 3 ayat (7], dakam

hal Wajib Pajalks

2. ditainiiown Perpcrilccaan Buks Parmulasn cecama terbakms azan dilaknioyn
tindalcan Ferryidiiown Tindsk Pidans & Hidamg Parpasakon:

b. terlamrbat mornyamTped ko Surat Parmberitamnman Mxcs uiak sussd jems
Pageic tertarita 3 [dus] Macs Fagak bertamat-tanat;

C. terlasmbert mermyarTpeiiown Surat Pamberitahuan Macs ik suat jerms
Pealkc tartarta & [Sga) hasa Pajalk dalsm 1 sany) tahon alendar; atan

d. teriarmbet moryarpeiion Surat Pamberitatwan Tahumsan.
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HAH W
FETCAHUTAN FENETAFAN WAJIH PAJAR
CENGAN KRITERLA TERTENTU
Pacal 11

| 1) Wajih Pajaic yang telah ditctapion cohagal Wajih Pajalic Dangan ETitaris
Tartani dicabut panctaparroys dalam hal Wasih Fajake
a. dilainilkan Penenisasn Bulcd Ferovalasn secara terbuaio stz ditalknikomn,
. - X : i s - -
b. terlammberd menmyarpeiion Surat Pemberitaigan Maca itk suang jems
Peel tertarng 2 [dhia) Macs Pajak bertomar-tanat;

C. terlarrbedt momarpeilen Surst Pambaritanusn Macs untuk suan jems
Perek tartanio S (dga) Masa Fajak dalam 1 (sani| talon slendar; 2t

d. terlambet mormyarpeilon Surat Pamberitahuan Tahuman

|2 Drelcur Jendaral Fajak menoribitom bapatisamn mengenai parcabusm
peratapan Waiih Pajak Doangan Kritoria Terment) cabagaimans dirmakeid
pada myat [1] dan merbantabuion sooars tertatic kopads Waib Fajak

|2 Wapb Pajai Dangan Eritaria Tertenin yamg weiah dicabat penetmpanrmym
cobagaimans divrakeod pads ayas (1), Sdakc dapat dibarin pengarbatiam
pandainibuan kglchinan pambayraran pajak

|4 Eeproosam Divakcur Jendaral Fajak mengensi pencaliatsn panatapan Wagib
FPajak Dengam Eritoria Tertenng sebagaimans dirmakend peds ayar (2) sasasd
:l-nn;gm-:-:'ulnh.fn:mﬂ.l: sabu.g_mnnmtm:wm :lalam]..um;lnn.n:.ru.ng
merupalon bagian tSdak terpizablen dan Peranirsm Mentert ini.

Facal 12

|1 Diioeraatiian dari etenoean sebagaimeans dimaied dakam Pacal 8 ayat (3],
dalarm hal tardapat Eondisl yang menyetabian pengembatian pamdabnalaan
kxlchihan porrbeyaran pejaic Tdalk dapat dibariionn sobagaimans dimakesad
dalxen Pacal 10 oz (&) ataa Paczal 11 ayst (3.

|Z] Dalam hal parmonomen pengembaliam kelohihan poerbayaran pajaic Sk
dibariian pangurmbalian pandanuhan kaabiben pajaic ﬂ;‘h-u.g_-::lm:l:ﬂ.
dirnalcond dslats Pacal 10 ayat (2 amm: Fasal 11 sy (2], Wb Pagak
diangsap Gdak marg ke parmohonan.

Pacal 12

|1] Waih Pajak Dangan Eritaria Terteyie yamng dicabot parsatspanrmym
cobagaimans divrakeoed dalamn Fasal 11, dapar ditccapiean cobagsi Wagib
Faak Denean Hnwes Terentl pads penods Denstanan berloutmya
bardasariomn bstaniaan sebagrimans dimmekood dalam Fasal 3, Pazal 2, dam
Fazal 4.

|2 Clicemaativan dar otantuan sebagaimana dimmaied pads ayat (1], dalam
hal Wajib Pajak macin dilaloolosn permerircasm ik perrralssm st
panyvidikan tirudsl pidans di bidang parpasaian
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HARYI
EETENNTLUAN LAIN-LAIN
Paczal 14

|1] Dalars hal Wajibh Fajak dismggap Sdak mengajulken permohonar

cobagaimans dirmakod dalam Fasal 9 oyt (2] dan Fasal 12 ayat (3,
Dirdcoar Jendaral Pajak membarttabulon cecars tartalic opads Waib Pajalk
Fembarimhuan Lakin Hayar yang tdak disertad dengam parmobanan

ayat (1) ditindakiamjut bardacarien gtanhasn cabagaimans dianir dalam
Pazal 17 syt | 1) Undang-Tindang BILIE.

Faczal 15

|1 Direlcoar Jendaral Fajak dapat malainiion perrariieessm terhadap Wagi

Fajak Dengem Kritara Tertenta dan maner bitkan surat keteapan pajal,
cafslah mambariken pangembalian pendaholuan kelebihan peagaic

|| Pamanicamn sehagaimaTe dirmaieid pa.d.na:.'atllldﬂu.l:l.lm"nﬂm_

paraTaran peruriiang-undamesn dbidany perpaalen VAN MenssTir
mengenai pamericeanm
BAE VI
KETENTUAN FERALTHAN
Pacal 15

1

Tarhadap Mepotican mengensi pansiapen Wajil Fajak Dengan Kriteria
anl:n.nm—-s.n.g talah diterbiticsn cabahim barlaimomya Foraturan Bontan i,
dirpyatalon teinp terlalon sampal dengan I:-n:r-u.l:l:lu'.n'l.'-u.Ju:ng:u.wu:l.u
parstapan Waiih Fajak Dangan Eriteria Tertennl tarsebuat.

anl:l.u.d.ap":l."n_'ph Fajak yang mjza;ﬂzndalmhp;humn:gm
panatapan Wajih Fajak Dengan Kriena Temenil sebagaimans dimaicsad
pada anghoy 1, barlakn keetantuan sabagarmans diatur dalam Peratiran
Bignieri ini, kecuat unruk ketantean yang terioit dengam parsstapan Wagih
Fajak Dangan Eritena Terenon.

HAH W

EETENTUAN FENUTUE
Pasal 17

Parla saat Peraturan Bantert imnd mmaksi berlaing Fnru:mﬂmtﬂlman,E:m
Hommar 193 /FRIE O3 F3007 tontang Tata Cara an‘la.pu.n.'ﬁ.qi‘tur'qal:dsr{_m
E::m:-nna.“l‘mmn.l Ceilam Fangks Pengembalian Pandabnihasr Helabdhan
Fombayarsm Pmak,mmhutdmmn\ﬂuhn tidak bearinbng

Fazal 1B

Peraturam Mentar int mulsi borlaion pads tamggal diundangion,
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Manten o dengan parsrmpaiannys dalam Harnta Negara Fepubhic Indongsis,

Dritataplon & Jalorta

Pada tanggal 14 Miad 2012

MENTEFRI KEITANGAI,

tod.

AGUS DUR MASTORARTOIO

Crundanglkan di Jakoarts

pads tanggal 15 Ma 30013

RENTERI HUETUM DAN HAR ASAST BIANTUTSLIA,

tod.

AMIE SYABRISTITITN

LEMHARAN NEGARA FEFUHLIK INDONESLA TARHUN 2013 HOMOE S2&
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Mazi=mkong :

Ll s izt

THNDARNG-UTHDANG FEEFUBLIK INDONESLA
HOMOR 36 TAHIT 2008

T=ENTANG

FERUHAHAN EEEMPAT ATAS UNDANG-LEDANG
HOMOR T TAHUN 1383 TENTANG FAJAK PEMNISHASILAN

CENGAN FAHLMAT TUTHAN YANG MAHA BEEA

PREZIDEN FEFUTHLIE INDHIHESLS,

. Eokwa dolom wpom maojomaclnn. pEOATIDOOL TAfOTS TOO8

[ ]

ratrol, cedsrhena, ciakil, lakih mambsnkorm lksodilan, dan

lahiln :|.|:||P|:|.|: l:n.I:n.l::Fn:.h.l: ln-pn.l.'l:.-::n. bulbam  carks
o den i ﬂ'nl:n.:rr 7 Tokum 1583 tsniomg Pojok Panghaslan
cabapeimorns talok Eakesopa kol diukeh terokhis dengan
Uodeng-Undang Homer 17 Toluas 3000 taminng Parobobos
Extips oin: Undeci-Uedong Homer 7 Tohue 198) tsncang
Fojek Fanghas=ilon:

kol bardozoskosn partmbacfas ssbogoimona dimolezad
dolem burud o, parle masmbsctak Undong-Undeny tsncong
Farukchon Essmpat ataz Undong-Undeey Hemer 7 Tokbum

1582 tamtony Pojek Penghasilon;

FPozal 5 oyed (1], Paz=l 30, dem Pozal 234 Undong-Tind o
Dozar Hegera Rapabllk Indonasia Tokan 1945;

Uedong-Undeng Homer & Tokun 1903 iectemyg Estesrtuons
Theumm dse Tobts Tom Parpojolan  [Lambomn Hagam
Fagpublis Irdoossia Tekun 1583 Homor 49, Tombokom
Lamlkzrnn  Hegarn FPepublblk [cdozssin  Hooer Zad}
ssbojipimonn ialol ealberspo kab diukak dwrakbor dacgpos
Tedong-Undeng Homer 38 Tobus I007 tamboes Parubobkos
HKasign ninz UndongUndong Nemor & Toha=n 15903 temtong
Katsrcbaon Umum don Tato Core Parpojalon  [Lemborooes

Easpuklk Iodcmszio Tohan 2007 Homes 25,
Toxbokhan Lasmkoron Hagosn Fapubllk ndonssia Homor
2740

3. Undazg-Usdong
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J. Undomg-Undemg Homor T Tohar 1598) tamtong Pajok

Funglhinsilon Hugern Bapuklil: [edocssin Takum
1383 Memmex 50, Tembokon Lamboron Hegers Fapuablikc
dinkoh iarokksr dengon Urndong-Usdeng Homes 17 Tokun
7 Tedvazm 1983 temiomy Fojok Facghonlon [Lembkscon Hagom
Fapublic Indommsa Tokus I00 Nomer 137, Tombakam
Lamplzran Hagomn Fapuklk Indonssiz Hemaor X325

Cuangon Perzwtujuen Barsooms

OEWAN FERRAEN AN FAKYAT FEPFUELE INTHONESLA

do=z

FEEJIDEN FEFUTELIX INTHOH=3LA

LWERMTTISEAN:

Lanstaplen: UNDARNG-UNDANG TENTARNG FERUBAHAN EEEMPAT ATAER
UHDANG-UTNDANSG HOROE T TAHLUN 1321 TENITANG PAJAK

PENGHASILAN.

Fozal 1

Eabaropo katsntunn daolom Fodeng-Undeey Homeor 7 Tokum
1983 iwmiomy Fojok Psnghosilon [Lembomn Heiero Repubblk
[edomaszin Takun 15H) MNomeor 50, Tombokos Laml=ros Hsgors
Fapubli: lndocazio Homar 33583 yosi taloh balbarapa kol deabak
dengnn Undang-Tndong:

(-5

[

Heomoor 7 Tobus 1991 Lamboron Hagom Papuklk Iodozsz:a
Tekun 1991 HNomor 93, Tomkshen Lamkeroe Hagors
Fapublic [ndomesio Homer 34.55]);
Heomor 10 Tolvan 1994 [Leamboran Hagors Fapubbk Indoosza
Tekun 1994 Homor E0, Tombkshen Lemkoons Hagoos
Fapublic [ndonesio Homer ISET);
MNemor 17 Tolvan 20000 [Lemboros Hagors Bapublk Indonszia
Takun I000 HNomer 1217, Tambahaon Lacmborem Hagoos
Ragrablik Indemasia Bamer J505);
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diukal zabojgn: banko:

]

HKatanbaon Pozal 1 substarsi teiap doo Penjslascenyn diubak
zabkirign rumuszaon Pamjslozan Pazal 1| odolek sslbogoimorss
iarcantam delom Pemjslasar Pozol demi Pozal Asgkn 1

HKatantaon Posal T oyt [1] sosxped desgor ayos |5] diukah dan
di amtera ayas 1) des eyt (] disziplen 1 |oeda) opad, yolksd
eyat [lo) saldogie Fasol 1 barbunn sakbojod banlat:

Fozal 2

(1} Yo=ng mmemjedi suljsk prjok adalok:

a 1. orong priksd;

2. warizan yaal babam tarkoi selbagol sofu becotuas
manggantlon yoog berhols;

b. kodon; don

= esmitul nsohn twkap.

[le)] Basntulk wuzaoka tetap msrupokan sulbjsk pojel yaog
parlolocn parpojelonsya diparsmmokon dsngon sukak
pajok kxdox.

2] Buljalk pajok diksdokon mamjodd subjslk pojak deloms
nagari dar sabjsk pajok baor cager.

[} Sukjsk pjak dolom magen cdalokh:

m oronk pribodi yooi bermpet soggol 3 Indoossia,
wronk prbsdi yony beroda di Indomasia lakids dox
153 jeesabas dalapas palub tga)] ke doles jenpls
mokta 11 [dos belaz| bualon, oima cmng pribodd
yenjg delaom sunta takun pajok berado df [mdonas
Indonass;

b. bodas yoog didislon cteo bastempat edudakas 48
Indeoasms, lcush 1t tsreotun dem  bBodan
pamarmenh yong memasmehi eierio:

l. psmlpsmtulonzra Eardazorkon kwtsmnizon
paroiunss parandonundan pas;

Z. pamlrinynoseyra 'hlr:lu.'mh-n' damn . Anggeoros
FPandopoion don Haloojo Deanch;
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J. psnarimonnezoym dimosuldear  dalom  angEoros
pangoeazar fangerionnl cegors; doe
mangpechkor yor g bashak

Bulrjsk ook heor nager: odalnk:

o oronf prbodi yong Sdolk bartempat ocopeel 46
Izdenasia, omef prikodi yeng bamdo di [mdonsssa
tdok labilh dom 1S [zercios delopon puluk Sl
heri dolem jongles wakchs 13 (dun Baloz| bolen, dan
bodar yong Sdok didinlken don dSdolk bBastacpat
ksdudulnn b4 ndocasin, yoof maninlenlse uzoba
e malelulmn bxisvter malnlnd bazrol wusoka
twtop di Indonass; dac

b. orong prikodi yong fdok bPartempar Segeel da
Izdemasia, orany prikodi yeng bamdo di [odomscse
tidak labilh der 183 [ssroios: dalopon puluk Sial
heari dolem jongles walkcha 13 (duaa Ealos) bolen, dan
bodar yong Sdok didinbon das Sdelk bastec—pat
ksdudulnn di [ndocasin, jong dopat maosrims
stou mamparclah panghaosilon der ledosssic Sdak
dori msnjalaeknn usnha aten malaloaleen agintoms
malolad Eamtak usaks trinp di [ndonazia,

Bantul wuzaba teinp adolak bactak wusoha  yong

diparjanobken olsk coong pnbad: yong ddok beartsmpat

tinggol di Indemmesia, ooy pribodd yeny bemcdo dB

Iedonacin tdolk lakdh dar 1823 [zerotus dalapasn puluk

tign] bon dolem jongies wolcta 12 [dos balar) olae, dom

bodar yorg tdok didinlon dom fdak basrtsmpat
kxdudubreae di [ndonaria untul masjalonbee weshn otme
tmmpat keduduler morccsman;

cobang peamazakbonn;

iadangy knsrber;

polkrik;

barmglkal;

rodoe g

ruxeR untuk promorn der pacpealomn;

wileyek larn partambangae micyek doare gos o=

o oppom

LN

k. parileermen, .
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mten lekwsnnnmn:

proyek koostrulksd instelos, aiou proyel parokeinn:
whem orang laoin, ssposjony dioloaber lsbih dord 0
balox] ulor;

orany oinu kmdon yerng bsrandals selelos ogen ang
ksdudulnsmeyn tdok balas:

cpsn otou pafceo doni paruschon csummnsi yong
tdak didinkasn dac tidok bartasmpot keduduokan ds
Indonass young mansrsno prem:@ asurocsl otme
manar giung risiks di ndocasio; don

kosmputer, agsn alsl=romile, oten pemalator cicmatis
yong dimdbl=  dizews, otoun  digasslhn clak
pacyalac ppero tremenk=: alalremk archalk

[} Tempat trgpol srang pribadd asou tempet kwdudalos
badar dxweoplkarn clalh Dhirelctor Jasdarol Pojok manonat
kxcdoon yeng ssbanarzyra

3. Estsnsucre Fomol J diukah don ditemmbal 1 jeoto) aynt, yoloss
ayo: [J] sakmgpn Fazal J barburcyi sslbogoi bariloa::

Fozal 3

(1j ‘omy  tdaok tarmosul  subjak pojgk zsbogommona
disnale=ud dalen Pasal I sdalnh:

T

T.

kootor passmnlclan asforo osing;

pajaketpaakat paroeldilon diplomenlk dar kensulak
wtou pajobat-pajekot e dori magore amicg don
oromi-oraey yeng dipsrbasmtolan bepods ek
reng balwrjo pada don bsrtwmpo: dSeggsl Earzomne
zomn marsln demion syaros olan worgo ceEoTm
Indemsrs dorn df ndocasin Sdok mecasimo otoe

mazzparclal pamghosilen @i lanr ieboson atme

pakarjocnoyn twrzebut serin cagors baszoogloacom
mambaricor paricinian ombal baldce
dlox
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2. tdok msnjelorknn wschn otowu kesgioton loin
yonyg doreeys barozol dor hurnn pera. enggo;
salbogodmarns  dimmolesud poda humaf e, dampgon
syorwt bukon wergo magore Indomasis don Sdok
mazjalonkers usabs, lagiaton, ctou pskarjoan loic
unsul mamparclak pengkosisre don Indonasin
Urgonizosi trtarnosienol jong sdolk temosuls sabjak
pajok ssbogoismmann domelkswd podo oyo: (1] bured «

Estamtann Fasol 4 aye: (1) bured d, kburedf s, buraf B, hurad |
doc Pecjalozars husof k diukoah dos ditnmibek J ftignl huamat,
yolkeed burud g sxmpoi dengon hurnaé =, oyne (3] diukah, aynt
(3 korof o, huanat d, banaf £ et 1, den Bured k doakesslk,
buaraf j dihopnes, don ditembak 5 fEga) ueed, pelom e L
bunad m, dos bhurud o cshingge Pozal 4 barkbusn ssboge:
arzloat:

(1]

Fozal 4

Yoop manjpdi okjak pojalk odaololh pangkasios, o
swtap inmbchen ksmompucon skhooommz vooy ditsrasa
atou diparolsk Waik Fojpk, koik yeng barozal dox
Indomszic moupun dern laar [ndocazin, yong dopa:
dipakoi untuk koorumsi otou untuk mescmbakh

kakoyoon Wapk Pojck yong barsengiowion, dasgon moma

dan dalom bestuk opa pun, tarmosuk:

o pacfEonton oiow  mbalon  barleconn  dempan
palsrjpen ainu jazs yony ditenisma otoa dipasclak
tarmozuk goE, upak, Smjeesnn,  bhonosorum,
kommisi, kozus, grathles, uong psssian, atou
imbalon dalom bamtak laimmm, kscuank ditestular
lpin dialowm Undoe prundeng md;

b. hadioh dor undion atou paksrjoon atou basstor,
don pangkaorgnnn;
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decgen nomn don dalom bansuk apo pur;

kbructanger komsma pampolinon karsa Besapas
hibalk, Eoemsuaam, n.n:u::u:u‘b.'_'u.pp:l kescwali yany
dibsrilon lapade. keluorga zsdomk dala= goris
ksturonon hroruzr coftu -:il'rn:n.: :Iu.'n. Eodom
ksogomaonn, bodor pandidileern, ExmELiz]
tarmasul yeomoen, koperosi, otou ocrany F-r'l:l-nl:i.i
g l:|:|l|:|:|._'||:.]|:|:r_'||:|:|.l:| uzcho mmilero don leal, yony
katantucenyn dintur labih  lemjus  damyon
Feroturon Manter Keuonper, sepamang tSdok
adan bBuburnger dengorm uasaho,  pakenecs,
kepamililescr, aton panganzann di asrtarn pahole
pibhak vory barzon glostarn;

E
5
;
Eﬁ‘
E
f?

parmsdolan dolaan paruschasn partambango=;
paramimocn ambol pamlbayaran pajak yooy sslak
diabarlan  =zsbogoi  binyn  dom pamlbapornn
koraza jeminon pengesmbolion winng:
dividen, desngor oama don dolesn Besmtuk apopur,
tarmasulk dividsn dor paruschosn asurane: kspada
psmagony poliz, don pambapior =iza kel uszaka
koparcsi;
renulti otou imkslan pios panggunsan hak:
s#wn daom panghasilon laim zskubusgar dazgan
pscrranaon hastn;
PaEcarmmoon otoun parclaboar pambajoras barleels
bsuntarpor komasma pamislbozarn winng, kscunk
dengen Fernturaon Pesmarinteh:

prumi ouromed;
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dori angietomya yany tendin dasi Wajik Fojek yong
mamjalonkar wscho otow pakesnan balbses;
tombokar  kskoronn nets yong  berozal  doax
panghosilon dan wsohao berbasiz syonch;

fmbalon bungn msbagoomacs dimaolesud  dalom
Undeng-Undaony Fong I= BTy DT A TS
katasmrtuse umusn doae tata cara parpajakon; da=n
surphiz Bank Indenesa

FPanghaozilon di bawok ind dapat dilkesal pajak barsdac
Szl

T

.

pacghosilon baraps bungo deposiic dem tabungoc
loizmeya, bumgs ohligosi dem swrnt uwinnyg mayose,
dom bunga cimponon yeng dibayorkaon  clab
l:n-pl.rn.r.l.l:l]:-n.-iu. cnmgpata m]:mnnrm,!;]rrﬁlu.d.l.

'|:||.1:r:|:|:|., dor tmozals: pemjuaolon cohom  obow

pangalibar panyarioon meodaol poads panazokaoon
posangannyn yany ditarima colsh psruschoaon medel
TRt

panghosilon dosi trocseksi pangolihon herta bamaps
tonoh donfatou bengunan, usoka joso komstnales:,
uszoho reoi eriote don psrzsoeas tanok dowfotou
bomguren: don

Famannoak.
Yomy dilscuclilben don objak pojelk adolch:

L

1. bomtuse otouw rumbonper, tarmesualk mlas yony
ditsnzmo clak Eodon omml raoleet efow lsemicops
amal zekn: yong dibsntuk ateu dizablon clab
psmanmiol dom yeny ditsnima alah pamarima
pamy sfmimren weik Bag pamalol ogpme pomy
ksogomaonn yeny dibsactak oiou dizohbkorn clab
pumanmiol dom yeng diterima olsh pensriome
susmbkengon yonyg berkole yeny ketsmtanmene
ﬂ.l.n.‘h.n.' dazmgor oteu bardoczoskas  Farosuran

2. barta ...
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